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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DANA 
BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMISKINAN DI 
PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2010-2014 
 
Handaruhing Kudus Priyo Riksananta 
F1115018 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk Domesti 
Regional Bruti (PDRB).pengangguran, pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, 
pengaruh dana bantuan sosial dan belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa Timur . 
Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data  sekunder 
runtun waktu (time series) tahunan dari tahun 2010-2014 dan data kerat lintang (cross 
section) 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur yang ditunjang dengan studi kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan hubungan PDRB terhadap kemiskinan negatif 
tetapi tidak signifikan, hubungan pengangguran terhadap kemiskinan positif tetapi 
signifikan, hubungan pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan negatif tetapi 
signifikan, hubungan dana bantuan sosial terhadap kemiskinan menunjukkan positif 
tetapi signifikan dan hubungan belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan negatif 
tetapi signifikan.  
Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya 
melihat pengaruh variabel PDRB, pengangguran, pendidikan, dana bantuan sosial dan 
belanja modal terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya diperlukan 
studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap 
sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan 
pembangunan ekonomi dalam hal penekanan kemiskinan. 
 
 
Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, 
Pengangguran, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal. 
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ABSTRACT  
 
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, 
UNEMPLOYMENT, EDUCATION, SOCIAL GRANT FUND, AND CAPITAL 
EXPENDITURE ON POVERTY IN EAST JAVA PROVINCE IN 2010-2014 
 
Handaruhing Kudus Priyo Riksananta 
F1115018  
 
The objective of research was to find out the effect of Gross Domestic Product 
(GDP), unemployment, and education on poverty in East Java, and the effect of social 
grant fund and capital expenditure on poverty in East Java. This research was conducted 
in East Java Province using annual time series secondary data in 2010-2014 and cross-
sectional data of 38 regencies/municipals in East Java supported with library study.  
The result of research showed that there were a negative insignificant effect of 
economic growth on poverty, a positive significant effect of unemployment on poverty, 
a negative significant effect of education on poverty, a positive significant effect of 
social grant fund on poverty, and a negative significant effect of capital expenditure on 
poverty.   
The model developed in this research was still limited as it considered only the 
effect of GDP, unemployment, education, social grant fund an capital expenditure on 
poverty in East Java Province. Therefore, more in-depth further studies should be 
conducted with more completed data and method thereby could complement the 
preexisting result of studies and the result could be used as the matter of consideration 
for many parties related to economic development in the term of mitigating poverty.   
 
Keywords:  Economic Development, Poverty, Economic Growth, Education, 
Unemployment, Social Grant Fund, and Capital Expenditure  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan 
nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alinea 
IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan 
Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 
kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (Kuncoro, 1997)  
Dalam GBHN 1998 (Poin F : Penjelasan ke-10) disebutkan bahwa arah 
dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta 
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam 
mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial 
untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 
kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.  
Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi 
memerlukan waktu, karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus 
diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan 
setiap tahun makin mendekatkan pada tujuan nasional. 
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 Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas 
pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang 
optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses PDRB daerah 
yang bersangkutan. 
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan 
kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada 
prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya 
kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan 
maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan 
salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu 
daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila 
memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak 
banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2005). 
Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan 
adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 
negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara  
ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah 
meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 
2005). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan 
yang diakibatkan adanya dampak negatif dari PDRB yang tidak seimbang 
sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun 
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kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income  gap) (Harahap, 2006). 
Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-
faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai 
mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin. 
Gambar 1.1 menunjukkan ada kejanggalan pada tahun 2006 yang mana 
kemiskinan meningkat drastis padaha sebelum dan sesudah tahun 2006 
menunjukkan penurunan terus-menerus secara bertahap. Hal ini disebebabkan 
karena pada tahun 2005 inflasi yang mencapai 17% serta kebijakan penaikan 
harga BBM untuk kekuatan struktural keuangan negara. Hal tersebut berimbas 
pada tahun 2006 yang membuat kemiskinan meningkat drastis namun tahun 
berikutnya 2007 sampai dengan 2013 kemiskinan mengalami penurunan.  
Gambar 1.1 
Tingkat Kemiskinan Indonesia 2004 - 2014 
 
 
 
 
 
Sumber : Bada Pusat Statistika 
Program kemiskinan jangka pendek semakin baik namun belum optimal, 
karena persoalan implementasi program: ketidaktepatan sasaran RTS, 
ketidakpaduan lokasi dan waktu. Masih terjadi keterlambatan 
pencairan/penyaluran anggaran, Kurangnya koordinasi. Beberapa TKPKD belum 
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berfungsi optimal , beberapa lokasi, kapasitas pelaksana relatif masih lemah, 
untuk wilayah yang dimekarkan data kemiskinan belum termutakhirkan.  
Gambar 1.2 
Perkembangan jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Jawa 
Timur Tahun 2008-2013 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistika 2012 
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 
2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 1.880,04 ribu jiwa, dengan jumlah 
penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.771 ribu jiwa. Seperti halnya dengan 
kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan 
hingga akhir tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 12,55 persen 
menurun dari tahun sebelumnya, namun kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Timur 
masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional 
(11,37%). 
Perlu diketahui bahwa PDRB berbeda dengan pembangunan ekonomi, 
kedua istilah ini mempunyai arti yang  sedikit  berbeda.   Kedua-duanya   memang   
menerangkan   mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, 
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istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan 
sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan 
sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional 
riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan 
ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam 
mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik 
kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada 
modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor 
pertanian yang tradisional, masalah mempercepat PDRB dan masalah perataan 
pembagian pendapatan (Sukirno, 2006) 
PDRB menjadi salah satu yang mempengaruhi kemiskinan pada negara yang 
sedang berkembang. PDRB suatu negara atau suatu wilayah yang terus 
menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau 
wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan tidak mengurangi 
kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka 
panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan 
terhadap kemiskinan. (Kuncoro, 2010) 
Gambar 1.3 menunjukkan jika PDRB di Indonesia pada tahun 2010 dengan 
angka yang menunjukkan 6,81%, pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami 
penurunan secara terus menerus dimana pada tahun 2011 sebesar 6,44% menurun 
menjadi 4,79 pada tahun 2015. Menurut Direktur Eksekutif Institute for 
Development of Economic and Finance (Indef) 2015 Enny Sri Hartati mengatakan 
"penyebab utama perlambatan PDRB tahun 2015 adalah anjloknya konsumsi 
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rumah tangga biasanya konsumsi rumah tangga tumbuhnya di atas 5 persen. Total 
inflasi tahun 2015 memang hanya 3,35 persen. Namun, inflasi makanan jadi, 
minuman, rokok, dan tembakau 6,42 persen, serta inflasi bahan makanan 4,93 
persen". 
Gambar 1.3  
PDRB Indonesia 2010 - 2015 (dalam persen) 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber : Badan Pusat Stastitika 
Hubungan antara PDRB dengan kemiskinan adalah Pertumbuhan secara 
kontemporer dapat mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan yang 
berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan,  Pengurangan ketimpangan 
mengurangi kemiskinan secara signifikan sehingga sangat penting untuk 
mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan, Memberikan hak atas 
properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat 
miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan 
mengurangi kemiskinan. (Kuncoro, 2010) 
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Problematika yang banyak dihadapi oleh setiap negara yakni 
pengangguran karena pengangguran bisa menjadi beban dalam kemajuan ekonomi 
suatu daerah tersebut jika suatu daerah memiliki pengangguran dengan jumlah 
banyak maka kemajuan daerah tersebut akan sangat lambat. Pengangguran sangat 
perlu diperhatikan kebijakan-kebijkan ekonomi untuk  mengurangi jumlah 
pengangguran telah terealisasi mulai dari pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan 
macam-macam guna mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan 
serta diimbangi lapangan pekerjaan yang dibuka secara bertahap untuk setiap 
daerah. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang 
secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2004). 
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada agustus 2013 digambarkan 
dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang 
bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat pengangguran. Diduga tenaga 
kerja yang diserap masih lebih sedikit dibanding derasnya pertambahan angkatan 
kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 280 ribu orang dalam kurun waktu 
setahun (Agustus 2012 -Agustus 2013). Penduduk yang bekerja bertambah 230 
ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. 
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada agustus 2013 digambarkan 
dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang 
bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat pengangguran. Diduga tenaga 
kerja yang diserap masih lebih sedikit dibanding derasnya pertambahan angkatan 
kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 280 ribu orang dalam kurun waktu 
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setahun (Agustus 2012 -Agustus 2013). Penduduk yang bekerja bertambah 230 
ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu.  
Tabel 1.1 
Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kegiatan Utama 
dan Indikator Ketenagakerjaan 2011-2013 
(dalam ribuan)  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistika 
Hubungan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan Sukirno (2004), 
menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat 
pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena 
menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan 
karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat 
buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang 
buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam 
jangka panjang. Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya pengangguran 
akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia. 
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Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  
Pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwa memeliki peranan vital dalam 
pembangunan masa depan suatu bangsa. Apabila pendidikan di suatu negara atau 
wilayah buruk maka pembangunan masa depan negara tersebut juga akan 
menurun, karena pendidikan menyangkut tentang berbagai aspek penting, seperti 
karakter sekaligus sebagai jati diri suatu bangsa. Sehingga apabila ingin 
memajukan suatu bangsa maka harus memperhatikan pendidikan dan 
menjadikannya sebagai prioritas yang paling utama. 
Hubungan pendidikan terhadap kemiskinan menekankan pentingnya 
peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia 
(human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk 
meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan 
melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 
seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan 
keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan 
produktivitas kerjanya. 
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Bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Bantuan sosial 
adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Masyarakat yang mendapatkan dana 
bantuan sosial dari pemerintah harus melewati syarat-syarat tertentu karena 
pemerintah sendiri harus menyalurkan dana bantuan sosial dengan tepat 
sasaran. 
Gambar 1.4  
Dana Bantuan Sosial Indonesia 2010-2014 
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Sumber : Badan Pusat Statistika 
Gambar 1.4 menunjukkan jika penyaluran dana bantuan sosial tidak selalu 
menurun ataupun meningkat dikarenakan setiap tahun situasi yang dialami 
masyarakat berbeda-beda seperti jatuh miskin karena sakit, bencana alam, 
kerusuhan sosial. Pada tahun 2011 menuju tahun 2012 menunjukkan penurunan 
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yang sangat drastis ini disebabkan karena situasi Indnoesia cukup aman bencana 
alam yang minim, kerusuhan sosial yang cukup bisa diantisipasi sebelum parah. 
Dana bantuan sosial dari tahun 2011 menuju 2012 mengalami penurunan sebesar 
Rp 2,605,187,319. 
Hubungan Dana Bantuan Sosial dengan kemiskinan adalah ketika dana 
bantuan sosial benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan terlepas dari penyelewengan penyaluran dana bantuan sosial maka 
kesejahteraan masyarakat yang miskin terjamin ataupun kualitas hidup bagi 
masyarakat yang miskin akan teratasi.  
Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang 
dimaksud  dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya 
yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 
dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan 
kualitas aset. 
Gambar 1.5 menunjukkan belanja modal mengalami peningkatan tahun 
2010 sebesar Rp 25,339,012,874 sampai dengan 2015 sebesar Rp  45,158,055,320 
membuktikan bahwa kebutuhan Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan 
perkembangan teknologi dan kemajuan infrastruktur. Sisi lain juga akan 
mempengaruhi dominasi masyarakat untuk PDRB dan kesejahteraan. 
Gambar 1.5 
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Belanja Modal Indonesia 2010-2014 dalam Rupiah 
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Hubungan belanja modal dengan kemiskinan adalah ketika pemerintah 
telah menganggarkan belanja modal dengan analisis efisiensi, dan akurasi dalam 
pengolahan keuangan serta menanamkan uang tersebut dengan perspektif yang 
matang maka akan berdampak yang pertama untuk sistem keuangan pemerintah 
lebih efektif dan yang kedua pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat untuk 
berbagai kalangan.  
Berdasarkan hal diatas mengenai PDRB, pengangguran, inflasi, 
pendidikan, dan kemiskinan di Jawa Timur maka penulis menulis judul "Analisis 
Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial Dan 
Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Periode Tahun 2010 - 
2014". 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh tingkat PDRB terhadap kemisikinan di Provinsi Jawa 
Timur periode tahun 2010-2014? 
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemisikinan di Provinsi 
Jawa Timur periode tahun 2010-2014? 
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemisikinan di Provinsi Jawa 
Timur periode tahun 2010-2014? 
4. Bagaimana pengaruh dana bantuan sosial terhadap kemisikinan di Provinsi 
Jawa Timur periode tahun 2010-2014? 
5. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemisikinan di Provinsi Jawa 
Timur periode tahun 2010-2014? 
C. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang 
pengaruh PDRB, pengangguran, inflasi dan pendidikan terhadap kemiskinan di 
provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka 
tujuan dari penelitian ini secara khusus kepada adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap terhadap kemisikinan di Provinsi Jawa 
Timur periode tahun 2010-2014. 
2. mengetahui pengaruh pengangguran terhadap terhadap kemisikinan di 
Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. 
3. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap terhadap kemisikinan di Provinsi 
Jawa Timur periode tahun 2010-2014. 
4. Mengetahui pengaruh dana bantuan sosial terhadap terhadap kemisikinan di 
Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. 
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5. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap terhadap kemisikinan di 
Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diharapkan memiliki beberapa manfaat 
adalah sebagai berikut :  
a. Pemerintah (policy maker), sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijaksanaan yang berhubungan 
dengan kemiskinan di provinsi Jawa TImur.  
b. Ilmu Pengetahuan  
1) Memperkaya dan memperdalam khasanah penelitian sejenis yang telah ada 
sebelumnya. 
2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan.  
c. Peneliti 
1) Untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana ekonomi 
pada Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.  
2) Penelitian ini merupakan wujud nyata penerapan teori-teori yang telah di 
dapat di bangku kuliah serta sebagai wahana latihan dalam memperluas 
khasanah keilmuan 
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BAB II  
LANDASAN TEORI 
A. Konsep Pembangunan Ekonomi 
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang 
bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu 
orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, 
negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu 
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 
Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004)  dapat 
diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif 
yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan 
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), 
pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial 
dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang 
diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui 
peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, 
sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, 
kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik 
dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.  
Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 
melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, 
seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi 
budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan
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nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut 
masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. 
Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari 
kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 
Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi 
pembangunan (development economic), merupakan cabang ilmu ekonomi yang 
khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang 
sedang berkembang. Tujuan dari analisanya adalah untuk menelaah faktor-faktor 
yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara 
sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang 
dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat 
mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang 
berkembang. 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang 
panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu 
perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting 
diantaranya adalah (Bannock, 2004) : 
1. Pembangunan sebagai suatu proses 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan 
ekonomi merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau 
bangsa. Hal ini berlangsung secara terus menerus dan bukan merupakan kegiatan 
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yang sifatnya tidak disengaja. 
2. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita  
Sebagai suatu usaha, pemabangunan merupakan tindakan aktif yang harus 
dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. 
Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan 
semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita 
mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. 
3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. 
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila 
pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Namun, hal 
tersebut bukan berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalamikenaikan 
secara terus-menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun 
turunnya tidak terlalu besar. Namun,kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara 
dan yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata 
meningkat dari tahun ke tahun. 
B. Kemiskinan 
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi 
untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi 
ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. 
Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya 
kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan 
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masyarakat dan standar pendidikan. 
Menurut Suryawati (2005) pada prinsipnya, standar hidup di suatu 
masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga 
tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal 
ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau 
standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu 
masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari 
rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk 
mensejahterakan dirinya.  
Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi 
pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara 
berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat 
di negara-negara  ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, 
akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun 
politik (Suryawati, 2005). Studi pembangunan saat ini tidak hanya 
memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, 
akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat 
menjadikan miskin. 
1. Definisi Kemiskinan Secara Umum 
Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan 
pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya 
disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk 
Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat 
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dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat 
relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar 
kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria 
atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, 
daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi 
kesehatan. 
2. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan 
Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang 
dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut 
miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah 
kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan 
bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan 
pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, 
kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya 
kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau 
kemampuan untuk mengkonsumsi. 
Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan 
daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi 
kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. 
Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah 
seperti: 
a. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang 
   20 
 
 
disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi  rendah 
yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyakit menular. 
b. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan 
penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas 
sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian 
c. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat 
keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat 
tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan 
berdampak mengganggu kesehatan. 
d. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan 
pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai 
dengan standar pendidikan. 
Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas 
menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah 
(morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat 
rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai 
tingginya tingkat kematian (mortalitas). 
Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang 
rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran 
yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif 
rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang 
disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi. 
a. Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah 
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Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan 
fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. 
Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi 
secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. 
Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif 
dalam aktivitas sosial. 
b. Absensi Meningkat 
Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek 
kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, 
pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam 
segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak memiliki 
kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut. 
c. Tingkat Kecerdasan Yang Rendah 
Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan 
berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa  
kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah 
memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor 
yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual. 
d. Ketrampilan Yang Rendah 
Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya 
kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang 
mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat 
yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan 
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relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan 
dukungan kesehatan untuk  menjunjang pengembangan kreativitas kerja relatif 
rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan 
kualitas ketrampilannya. 
3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan 
Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan 
penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep 
kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan 
yang tidak  hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam 
memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi 
ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, 
rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), 
resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama 
ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. 
Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 
permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun 
keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2005): 
a. Kemiskinan Absolut 
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang 
atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga  kurang 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, 
kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan 
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kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau 
konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar 
kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai 
konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau 
sekelompok orang yang disebut miskin. 
b. Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi 
karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke 
seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan 
pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah- daerah yang belum 
terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal 
dengan istilah daerah tertinggal. 
c. Kemiskinan Kultural 
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai 
akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya 
berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki 
taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap 
malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula 
bergantung pada pihak lain. 
d. Kemiskinan Struktural 
Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan 
karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada 
suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung 
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adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang 
memiliki unsur diskriminatif. 
C. PDRB 
Secara umum, PDRB didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan 
dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. 
PDRB adalah salah  satu indikator yang amat penting dalam melakukan 
analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. PDRB 
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan 
pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya 
aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi 
untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan  
menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki 
oleh masyarakat. Dengan adanya PDRB maka diharapkan pendapatan 
masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. 
Menurut Todaro (dalam Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para 
ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan 
ekonomi adalah dengan meningkatkan laju PDRB setinggi-tingginya sehingga 
dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka 
pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula 
peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah 
penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih   
ditekankan   pada   usaha-usaha   pencapaian   tingkat  PDRB  yang  tinggi.  Akan  
tetapi,  pembangunan  yang  dilakukan pada  negara yang sedang berkembang 
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sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. 
Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih 
tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan 
yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal 
bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan 
berhak menikmati hasilnya. 
Perlu diketahui bahwa PDRB berbeda dengan pembangunan ekonomi, 
kedua istilah ini mempunyai arti yang  sedikit  berbeda.   Kedua-duanya   
memang   menerangkan   mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. 
Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. 
Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang 
menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui 
persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan 
ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara 
berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan 
ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan 
pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, 
misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah 
mempercepat PDRB dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 
2006) 
 
1. Teori PDRB 
Teori-teori PDRB yang berkembang antara lain: (Sadono Sukirno, 
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2006). 
a. Teori Pertumbuhan Klasik 
Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan 
John Stuart Mill. Menurut teori ini PDRB dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu 
jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta 
teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh 
pertambahan penduduk terhadap PDRB. Mereka asumsikan luas tanah dan 
kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami  perubahan.  Teori  yang  
menjelaskan  keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah 
penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. 
Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan 
menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk 
terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan 
mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami 
penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama 
dengan produksi marginal. 
b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 
Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy 
F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. 
Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan 
hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama 
dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana 
Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-
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Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-
Domar didasarkan pada asumsi : 
1. Perkonomian bersifat tertutup. 
2. Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan. 
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale). 
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan 
tingkat pertumbuhan penduduk. 
c. Teori Pertumbuhan Neo-klasik 
Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh RobertM. Solow 
(1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur 
pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya 
output yang saling berinteraksi. 
Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya 
unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan 
menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi 
antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat 
adanya PDRB yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif 
disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini 
berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga 
kerja. 
d. Teori Schumpeter 
Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para 
pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh 
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jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat 
peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun 
memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan 
perluasan usaha, tersedia lapangan   kerja tambahan untuk menyerap angkatan 
kerja yang bertambah setiap tahunnya. 
Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari 
inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan 
mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi 
suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-
pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi 
agregat akan bertambah. 
D. Pengangguran 
Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang 
secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2004) 
Selanjutnya International Labor Organization (ILO) memberikan definisi 
pengangguran yaitu: 
1. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk 
usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima 
pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. 
2. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh 
karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu 
secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal,  yang masih mencari 
pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 
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2001: 4). 
Berdasarkan pengertiannya, pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga, 
antara lain : 
a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 
Penganggguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak 
mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum 
mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang 
karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. 
b. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment) 
Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu 
banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi 
tenaga kerja 
tersebut
 sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah 
produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang 
bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak 
optimal. 
c. Setengah Menganggur (Under Unemployment) 
Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja  secara 
optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang 
mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja 
yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. 
Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu 
proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. 
Pengangguran terbuka (Open Unemployment) atau secara umum disebut 
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dengan pengangguran, adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai 
pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Pengangguran di negara-
negara berkembang bisa dipilah kedalam dua kelompok, yaitu pengangguran 
perkotaan dan pedesaan. (BPS, 2001) 
1. Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya 
Menurut Sadono Sukrino (2000), jika dilihat dari sebab-sebab timbulnya, 
pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut : 
a) Pengangguran Friksional (Frictional unemployment) 
Yaitu pengangguran yang timbul akibat perpindahan orang atau 
sekelompok orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke 
pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda. 
b) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment) 
Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur 
perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. 
c) Pengangguran Siklus (cyclical unemployment) 
Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu 
adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. 
d) Pengangguran teknologi 
Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat–alat teknologi 
yang semakin modern. 
e) Pengangguran Musiman 
Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. 
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E. Pendidikan 
Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Adapun ciri-ciri wajib belajar yang diterapkan di negara maju 
(compulsory education) adalah sebagai berikut: 
1. Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah 
2. Diatur dengan undang-undang wajib belajar 
3. Tolak ukur keberhasilan program adalah tidak adanya orang tua yang terkena 
sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah 
4. Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah. 
Sedangkan ciri-ciri wajib belajar yang diterapkan di Indonesia (universal 
primary education) adalah sebagai berikut: 
a. Tidak bersifat paksaan. 
b. Tidak diatur dengan undang undang tersendiri 
c. Keberhasilan diukur dari angka partisipasi dalam pendidikan dasar 
d. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak 
bersekolah. (Suwarso dan Suyoto, 1994) 
Menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara 
merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. 
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1. Kondisi Pendidikan Di Indonesia 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memeliki peranan vital dalam 
pembangunan masa depan suatu bangsa. Apabila pendidikan di suatu negara atau 
wilayah buruk maka pembangunan masa depan negara tersebut juga akan 
menurun, karena pendidikan menyangkut tentang berbagai aspek penting, seperti 
karakter sekaligus sebagai jati diri suatu bangsa. Sehingga apabila ingin 
memajukan suatu bangsa maka harus mempeerhatikan pendidikan dan 
menjadikannya sebagai prioritas yang paling utama. 
Di Indonesia sendiri pendidikan masih berada di tingkat kesekian. Ini 
menjadi suatu kendala pembangunana masa depan suatu bangsa. Karena negara 
yang minim pendidikan dekat kemiskinan. Hal ini, dapat dilihat dari : 
a. Pertama, kepedulian pemerintah yang bisa dikatakan rendah terhadap 
pendidikan yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu Politik. 
Bahkan, pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar 
bisa menarik simpati di mata rakyat. Jika melihat negara lain, ada kecemasan 
yang sangat mencolok dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) ini. 
Misalnya, Amerika serikat. Menteri Perkotaan di era Bill Clinton, Henry 
Cisneros, pernah mengemukakan bahwa dia khawatir tentang   masa   depan   
Amerika   Serikat   dengan   banyaknya  penduduk keturunan Hispanik dan 
kulit hitam yang buta huruf dan tidak produktif. Dimana, suatu bangsa tidak 
mungkin memiliki tenaga kerja bertaraf internasional jika seperempat dari 
pelajarnya gagal dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Kecemasan 
yang sederhana, namun penuh makna, karena masyarakat Hispanik cuma satu 
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diantara banyak etnis di Amerika Serikat dan di Indonesia, dapat dilihat 
adanya pengabaian sistematis terhadap kondisi pendidikan, bahkan ada 
kecenderungan untuk menganaktirikannya, dan harus kalah dari dimensi yang 
lain. 
b. Kedua, penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme ini, ada 
sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju dari segi 
kapital dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi  kehidupan di 
negara-negara berkembang. Umumnya, penjajahan ini tentu tidak terlepas dari 
unsur ekonomi. Dengan hutang negara yang semakin meningkat, badan atau 
organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap 
kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, terjadilah privatisasi di segala 
bidang. Bahkan, pendidikan pun tidak luput dari usaha privatisasi ini. Dari sini 
pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa di jangkau oleh rakyat. 
Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan tinggi dan itu 
berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, 
tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak yang berada di sektor 
informal akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan ini salah 
satunya karena biaya pendidikan yang  memang  mahal.   
c. Ketiga, adalah kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa 
mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak 
terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga 
harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakan, telah 
terjadi deprivasi relatif dalam diri masyarakat. Hal ini akan berdampak pada 
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kekurangannya respek terhadap dunia pendidikan, karena mereka lebih 
mementingkan urusan perut daripada sekolah. Akibatnya, kebodohan akan 
menghantui, dan kemiskinan pun akan mengiringi. Sehingga, kemiskinan 
menjadi sebuah reproduksi sosial, dimana dari kemiskinan akan melahirkan 
generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan, dan kemudian 
menjadi bodoh serta kemiskinan pun kembali menjerat. (Tulus Tambunan, 
1997). 
F. Belanja Modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 
rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana 
aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan 
kerja dan bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007).  
Menurut Halim dan Subiyanto (2008), investasi didefinisikan sebagai 
penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, 
manfaat sosial/manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam PP No. 58 
Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal (capital expenditure) adalah 
pengeluran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan 
asset lainnya yang mempunyai masa  manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan.  
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Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 
yang dimaksud  dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya 
yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 
dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan 
kualitas aset. Peraturan pemerintah no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
pemerintahan mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang 
digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya. Syaiful (2006) dalam 
Kusnandar dan Siswantoro  (2012)  menyatakan  Belanja  Modal  dapat  
dikategorikan  menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. 
1. Belanja Modal Tanah 
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
pengadaan/pembelian/pembebasan baik untuk penyelesaian, balik nama dan sewa 
tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 
sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah 
dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang  
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 
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peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi 
siap pakai. 
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, serta termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan 
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan 
dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/ peningkatan 
pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi 
siap pakai. 
5. Belanja Modal Fisik Lainnya 
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan 
baik untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ 
pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan 
ke dalam kriteria belanja modal sebelumnya, termasuk dalam belanja ini adalah 
belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang 
purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, 
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serta jurnal ilmiah. 
Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua 
belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya 
perolehan. Dalam penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) anggaran belanja 
modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,  baik 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. 
Sesuai dengan peruntukannya tersebut, maka belanja modal dibagi dalam 2 
kategori yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja 
modal   yang   manfaatnya   bisa   dirasakan   oleh   masyarakat   secara  langsung, 
sedangkan belanja aparatur adalah belanja modal yang manfaatnya dirasakan 
secara langsung oleh aparatur pemerintahan. 
G. Dana Bantuan Sosial 
Bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Bantuan sosial 
adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial 
disini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak  krisis sosial,     krisis 
ekonomi, krisis politik, fenomena  alam dan bencana alam yang jika tidak 
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diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup 
dalam kondisi wajar. 
Penyusunan penganggaran bantuan sosial merupakan titik awal dalam 
proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik 
dari klasifikasi, peruntukkan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Pemerintah daerah dapat 
memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai 
kemampuan keuangan daerah
 
Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 
masyarakat. Yang dimaksud dengan anggota/kelompok masyarakat yang dapat 
diberikan bantuan sosial disini adalah: 
1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit yaitu: 
a. Selektif; bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima 
yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; 
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu penerima bantuan sosial 
harus memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili dalam wilayah 
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administratif pemerintahan daerah berkenaan; 
c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian 
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dimana  
bantuan sosial  tetap  dapat  diberikan setiap tahun anggaran sampai  
dengan  pihak penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; 
d. Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan, yaitu bahwa tujuan pemberian 
bantuan sosial meliputi: 
1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; 
2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal; 
3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunya daya, 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; 
4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 
layak; 
5) Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan 
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yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan 
6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk rehabilitasi. 
H. Hubungan PDRB dengan Kemiskinan 
Beberapa pendapatan mengenai keterkaitan antara PDRB terhadap 
kemiskinan seperti diuraikan Todaro dan Smith (2006). Pendapat pertama, 
pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan 
tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. 
Pendapat kedua, di kalangan pembuat kebijakan, pengeluaran publik yang 
digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat 
digunakan untuk untuk mempercepat pertumbuhan. Pendapat ketiga, kebijakan 
untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan, 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Kemiskinan membuat kaum miskin tidak punya akses terhadap sumber daya, 
menyekolahkan anaknya, tidak punya peluang berinvestasi sehingga akan 
memperlambat pertumbuhan perkapita. 
2. Data empiris menunjukkan kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung 
dan berinvestasi di negara mereka sendiri. 
3. Kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan 
yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas. 
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I. Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 
Sukirno (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah 
berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi 
tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena 
menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan 
karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat 
buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang 
buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam 
jangka panjang.  
J. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan 
Pendidikan sekarang menjadi tolak ukur untuk menunjukkan SDM 
seseoran bila semakin tinggi jenjang pendidikan yang diambil semakin tinggi pula 
kualitas SDM yang dimiliki. Sumber Daya Manusi yang berkualitas yang identik 
dengan keahlian individual dan jenjang sekolah yang tinggi tidak lepas dari peran 
sebuah ekonomi yang mendukung seseorang agar mendapatkan keahlian 
individual atau jenjang sekolah yang tinggi bukan menjadi hal tabu lagi di 
Indonesia kususnya di Provinsi Jawa Timur masih sangat banyak dijumpai 
masyarakat yang lulusan hanya SD bahkan tidak pernah merasakan sekolah 
dikarenakan perekonomian keluarga akhirnya masyarakat tersebut akan 
mendapatkan perkerjaan yang tak layak ataupun upah yang sangat minim. 
Berbeda pula dengan lulusan SMA atupun SMK akan lebih sedikit dihargai 
keahlian mereka dan mendapatkan upah yang layak bahkan bagi yang lulusan 
PTN akan jauh lebih tinggi untuk mendapatkan upah karena derajat sekolah 
   42 
 
 
mereka yang tinggi juga.  
Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan tersebut adalah jika masyarakat 
yang memiliki jenjang sekolah yang tinggi bahkan sampai tahap perguruan tinggi 
mampu berpengaruh untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 
 
K. Hubungan Dana Bantuan Sosial dengan Kemiskinan 
Dana Bantuan Sosial adalah satu langkah dari pemerintah dalam hal 
pengentasan kemiskinan. Dana tersebut diberikan terhadap masyarakat yang 
benar-benar kurang mampu dan diberikan kepada masyarakay yang melalui 
seleksi terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Bantuan Sosial tersebut bukan hanya untuk masyarakat yang kkurang 
mampu tetapi juga untuk bantuan bagi daerah yang mengalami bencana alam yang 
tak terduga ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang mendukug untuk 
pengentasan kemiskinan. 
Hubungan Dana Bantuan Sosial dengan kemiskinan adalah jika 
pemerintah menyalurkan bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu 
bisa sedikit membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga pada 
daerah tersebut mengalami penurunan disebabkan bantuan sosial tersebut. 
L. Hubungan Belanja Modal dengan Kemiskinan 
Belanja Modal dalam hal ini dilakukan pemerintah untuk pemeliharaan 
yang sifatnya memberikan manfaat dalam periode satu tahun atau untuk 
meningkatkan aset atau kapasitas. Pemerintah untuk memanfaatkan belanja modal 
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biasanya Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya yang 
mana semua itu dilakukan untuk hal yang paling utama dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat terutamanya bagi masyarakat ekonomi kebawah. 
Sehingga hubungan belanja modal dengan kemiskina adalah dengan dilakukannya 
pemerintah menganggarkan belanja modal untuk setiap tahun mampu mengurangi 
jumlah kemiskinan masyarakat pada daerah tersebut. 
M. Penelitian-Penelitian Terhdauhulu 
Penelitian tentang kemiskinan telah banyak yang dilakukan, Ady Soejoto 
dan Ameilia Karisma tahun 2013 dengan menggunakan alat analisis regresi liniear 
berganda didapatkan bahwa tingkat PDRB memunjukkan tanda negatif dan 
tingkat pengangguran menunjukkan tanda positif.  
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kuncoro tahun 2011 menunjukkan 
pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 
provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011. Jurnal Internasional yang dilakukan oleh 
Aloysius Mom Njong yang berjudul The effects of educational attainment on 
poverty reduction in Cameroon tahun 2010 menunjukkan jika pendidikan dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan. 
Jurnal Internasional yang disusun oleh Nazim N. Habibov dan Lida Fan 
tahun 2006 yang berjudul Social Asistance and The Challanges of Proverty and 
Inequality in Azerbaijan, a low-income country in Transition menunjukkan jika 
bantuan sosial terhadap kemiskinan memiliki tanda positif yang mana tidak 
mengurnagi tingkat kemiskinan.  
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Jurnal Internasional yang disusun oleh Loyce V. Omari & Willy Muturi 
tahun 2016 yang berjudul The Effect of Government Sectoral Expenditure on 
Poverty Level in Kenya menunjukkan jika belanja modal terhadap kemiskinan 
memiliki tanda negatif yang mana berpengaruh signifikan dan dapat mengurnagi 
tingkat kemiskinan.  
N. Kerangka Konseptual 
Ada banyak variabel yang mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur, 
namun dalam penelitian ini, variabel yang digunakan antara lain: PDRB, tingkat 
pengangguran, inflasi dan pendidikan. Sedangkan variabel lainnya dianggap 
konstan. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Dalam bagan di atas dijelaskan, bahwa varibel Kemiskinan (Y), 
dipengaruhi oleh variabel bebas, antara lain : PDRB (X1), Pengangguran (X2), 
Pendidikan (X3), Dana Bantuan Sosial (X4) dan Belanja Modal (X5). 
PDRB (X1) 
Pendidikan (X3) 
Dana Bantuan Sosial (X4) 
 
Kemiskinan 
(Y) 
 Pengangguran (X2) 
Belanja Modal (X5) 
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O. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara 
yang diambil untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Tingkat PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa 
Timur 
2. Pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Jawa 
Timur. 
3. Pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa 
Timur. 
4. Dana Bantuan Sosial mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan di 
Jawa Timur 
5. Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa 
Timur
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh PDRB, pengangguran, 
pendidikan, dana bantuan sosialdan belanja modal terhadap kemiskinan di 38 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010 sampai dengan 2014 
B. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ataupun 
cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data sekunder diperoleh 
dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca 
banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Badan Pusat Statistika 
(BPS) Provinsi Jawa Timur adalah sumber untuk perolehan data sekunder 
maupun metode dokumentasi. 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel penelitian pada penelitian ini adalah kemiskinan sebagai  variabel 
bebas (dependent variabel) sedangkan PDRB, pengangguran, inflasi, dan 
pendidikan sebagai variabel  bebas (independent variabel). Adapun definisi 
operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3.1  
Operasional Variabel  
 
Variabel Konsep Teoritis Konsep Empiris Konsep Analitis Skala 
Variabel Bebas (X) 
PDRB X1 
Peningkatan kemampuan 
dari suatu perekonomian 
dalam memproduksi 
barang-barang dan jasa-
jasa 
Besarnya PDRB 
pada 38 daerah 
kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2010-2014 
Data PDRB 
dalam rupiah 
yang dimulai 
tahun 2010 
sampai dengan 
tahun 2014 
Dalam 
ribuan 
Pengangguran 
X2 
Jumlah tenaga kerja 
dalam perekonomian yang 
secara aktif mencari 
pekerjaan tetapi belum 
memperolehnya. 
Jumlah Tingkat 
Pengangguran 
pada 38 daerah 
kabupaten/kota di 
provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2010-2014 
Tingkat 
Pengangguran 
dalam presentase 
yang dimulai 
tahun 2010 
sampai dengan 
2014 
Dalam 
jiwa 
Pendidikan 
X3 
Segala upaya yang 
direncanakan untuk 
mempengaruhi orang lain 
baik individu, kelompok, 
atau masyarakat sehingga 
mereka melakukan apa 
yang diharapkan oleh 
pelaku pendidikan 
Jumlah rata-rata 
angka partisipasi 
sekolah umur 7-
24 tahun pada 38 
daerah 
kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2010-2014 
Tingkat Angka 
Partisipasi 
Sekolah (APS) 
dalam presentase 
yang dimulai 
tahun 2010 
sampai dengan 
2014 
Dalam 
tahun 
Dana 
Bantuan 
Sosial  
X4 
Pemberian bantuan 
berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah 
kepada individu, 
keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat 
yang sifatnya tidak 
secara terus menerus dan 
selektif yang bertujuan 
untuk melindungi dari 
Besarnya dana 
bantuan sosial 
pada 38 daerah 
kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2010 - 2014 
Jumlah Dana 
Bantuan Sosial 
yang dimulai 
tahun 2010 
sampa dengan 
tahun 2014 
Dalam 
rupiah 
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Variabel Konsep Teoritis Konsep Empiris Konsep Analitis Skala 
kemungkinan terjadinya 
resiko sosial. 
Belanja 
Modal  
X5 
Pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang 
sifatnya menambah aset 
tetap atau aset lainnya 
yang memberikan 
manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi 
Besarnya 
pengeluaran 
pemerintah pada 
38 daerah 
kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2010 - 2014 
Jumlah 
pengeluaran 
pemerintah yang 
dimulai tahun 
2010 sampai 
dengan 2014 
Dalam 
rupiah 
Variabel Terikat (Y) 
Kemiskinan 
Y1 
Kondisi ketidakmampuan 
secara ekonomi untuk 
memenuhi standar hidup 
rata-rata masyarakat di 
suatu daerah. 
Besarnya Tingkat 
kemiskinan pada 
38 daerah 
kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa 
Timur periode 
tahun 2011-2015  
Tingkat 
Kemiskinan 
dalam persentase 
yang dimulai 
tahun 2011 
sampai dengan 
2015 
Dalam 
jiwa 
 
D. Teknik Analisis Data  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif analisis 
ditujukan untuk menggambarkan kemiskinan yang dipengaruh PDRB, 
pengangguran, pendidikan, dana bantuan sosial dan belanja modal di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2010-2014. Sedangkan, pendekatan kuantitatif digunakan 
dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan besarnya pengaruh variabel 
dependen terhadap variabel independen dengan menggunakan data yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur. 
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1. Analisis Deskriptif 
Analisis Deskriptif merupakan analisis sederhana dari suatu sebaran data 
dengan penyajian dalam bentuk tabulasi dan grafik/gambar. Analisis deskriptif 
dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pola kemiskinan 
antarkabupaten/kota dan antarwaktu di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, analisis 
deskriptif dalam penelitian juga digunakan sebagai pendukung untuk menambah 
dan mempertajam analisis inferensia.  
2. Model Analisis Regresi Berganda Menggunakan Data Panel 
Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi serta karakteristik data yang 
ada, dalam teknik estimasi regresi data panel terdapat tiga teknik yang bisa 
digunakan yaitu model dengan metode OLS (common), model Fixed Effect dan 
model Random Effect. Variabel PDRB memiliki satuan dalam ribu rupiah, 
pengangguran dalam jumlah penduduk, pendidikan dalam tahun, dana bantuan 
sosial dalam rupiah dan belanja modal dalam rupiah maka untuk membantu dalam 
proses pengolahan data, model penelitian dibuat dalam bentuk log-linier (Ln). 
Adapun model persamaan yang digunakan dan akan diuji dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut 
 
Y =  Kemiskinan 
β0 =  Konstanta 
β1, β2, β3,β4, β5 =  Koefisien masing-masing variabel  
X1 =  PDRB 
X2 =  Pengangguran 
50 
 
 
X3 =  Rata-rata umur lamanya pendidikan 
X4 =  Dana Bantuan Sosial 
X5 =  Belanja Modal 
 i =  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
t =  menunjukkan periode waktu ke-t 
e =  error variabel/ variabel pengganggu 
Teori pengujian hipotesis berhubungan dengan pengembangan aturan atau 
prosedur untuk memutuskan apakah kita harus menerima atau menolak hipotesis 
nol. Ada dua pendekatan untuk menentukan aturan-aturan yang dimaksud, yaitu 
interval keyakinan (confidence intervals) dan uji signifikasi (test of significant). 
Kedua pendekatan tersebut menyatakan bahwa variabel-variabel yang  sedang  
diuji mempunyai distribusi probabilitas dan pengujian hipotesis mencangkup 
pembuatan pernyataan tentang nilai-nilai parameter dari ditribusi tersebut. 
3. Uji asumsi klasik 
Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik,  
jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non 
parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik 
parametrik.Untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut 
paling tidak harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, serta data yang 
dihasilkan harus berdistribusi normal. 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti 
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diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 
berlaku (Imam Ghozali, 2005). Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
dengan metode grafik. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 
variabel bebas saling berhubungan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat dari 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Pedoman model regresi yang 
bebas multikolinieritasadalahmempunyai VIF kurang dari10 dan mempunyai nilai 
tolerance mendekati 1.(SinggihSantoso, dalam Noegroho 2002) 
4. Pengujian hipotesis 
Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 
kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol dari sampel. Adapun uji 
signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Uji t-Statisik (Uji Parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu   variabel   bebas   secara   individual   dalam   menerangkan   variasi variabel 
dependen dengan hipotesis sebagai berikut (Imam Ghozali dalam Usmaliadanti, 
2011). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. 
Pada tingkat signifikansi 5 persen, kriteria pengujian yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1) Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya salah 
satu variabel bebas (independent) tidak mempengaruhi variabel terikat 
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(dependent) secara signifikan. 
2) Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya salah 
satu variabel bebas (independent) mempengaruhi variabel terikat secara 
signifikan. 
b. Uji F-Statistik (Uji Simultan) 
F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 
independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut: 
1) H0: β1 = β2 =0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen 
2) Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen 
Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F 
tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel 
independen secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 
masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 
digunakan koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi merupakan  
suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen 
terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi 
menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai 
koefisien determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 
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(nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu)berarti 
variabelvariabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk 
mempredikasi variasi variabel dependen. 
5. Metode Pemilihan Model 
a. Common Effefct Model 
Model Common Effect merupakan model sederhana yaitu menggabungkan 
seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi 
model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini 
menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek 
observasi. Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua 
kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian 
model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi 
suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda. Model Common 
Effect dapat diformulasikan sebagai berikut : 
 
 
  : variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i 
  : intersep 
  : parameter untuk variabel ke-j  
  : variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i  
  : komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
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i  : urutan kabupaten/kota yang diobservasi (cross section) 
j  : periode waktu (time series) 
t  : urutan variabel 
b. Fixed Effect Model (FEM) 
Model data panel dengan Fixed Effects Model (FEM) mengasumsikan 
bahwa perbedaan mendasar antarindividu dapat diakomodasikan melalui 
perbedaan intersepnya, namun intersep antarwaktu sama (time invariant). Fixed 
effect maksudnya bahwa koefisien regresi (slope) tetap antarindividu dan 
antarwaktu. 
Intersep setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan 
diestimasi. Pada umumnya dengan memasukkan variabel boneka (dummy 
variable), sehingga FEM sering disebut dengan Least Square Dummy Variable 
(LSDV). 
 
 : variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i 
 : intersep yang berubah-ubah antar-cross section unit 
 : parameter untuk variabel ke-j  
 : variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i  
 : komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
 : dummy variable 
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c. Random Effect Model (REM) 
Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengatasi kelemahan model 
efek tetap yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami 
ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas 
(degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter 
yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 
antawaktu dan antarindividu. Sehingga REM mengasumsikan bahwa setiap 
individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel random. Model 
REM secara umum dituliskan sebagai berikut: 
 
 
 merupakan komponen cross-section error 
 merupakan komponen time series error 
 merupakan time series dan cross section error 
6. Rumus Pendidikan 
Data yang disediakan dalam skripsi masih dalam jiwa yang telah 
dikategorikan menurut tingkat pendidikan dari mulai tidak sekolah, belum tamat 
SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/SMK, tamat D1/D2/D3, dan tamat 
Universitas. 
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Data jumlah penduduk yang mengecam pendidikan masih dalam 
keseluruhan yang belum dipilah untuk D1,D2, dan D3. Hal ini dapatg diantisipasi 
dengan rumus sebagai berikut untuk mencari rata-rata lamanya pendidikan yang 
ditempuh:  
 
Keterangan : 
p1 : lama pendidikan D1 
p2 : lama pendidikan D2 
p3 : lama pendidikan D3 
Berikut adalah rumus yang akan mengubah dari data jumlah penduduk 
yang mengecam pendidikan menjadi dalam bentuk tahun : 
 
Keterangan : 
 : Rata-rata lamanya pendidikan (dalam tahun) 
a : tingkat derajat pendidikan 
l : lamanya tahun pendidikan 
  
57 
 
BAB IV  
HASIL DAN ANALISIS 
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian  
Provinsi Jawa Timur secara geografis  terletak di antara 111
0
0 Bujur 
Timur – 11404’ Bujur Timur  dan 70 12’Lintang  Selatan  – 8048”Lintang Selatan , 
dengan luas wilayah 47.963 km
2
 yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa 
Timur daratan dan Kepulauan Madura.  Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 
88,70% atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan Madura  memiliki luas 
11,30% atau 5.422 km2.  Jumlah penduduk pada tahun 2010  mencapai   
37.476.757 jiwa . Wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia di ujung 
selatan. Berbatasan dengan Pulau Bali di sebelah timur. Di sebelah utara 
berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat Provinsi Jawa Timur berbatasan 
dengan Provinsi Jawa Tengah.(Sumber : Database BPS Tahun 2010 ). 
Sebanyak  administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 
kota memiliki jumlah 664 kecamatan, 2.833 kelurahan, dan 5.672 desa.  Ini 
menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota 
terbanyak di Indonesia dengan begitu Provinsi Jawa Timur sangat diuntungkan 
karena memiliki lahan yang luas dalam hal pertanian dan memenuhi kebutuhan 
pangan bagi masyarakat Jawa Timur sisi lainnya mampu memberikan tingkat 
kesejahteraan bagi masyarakat secara optimal. Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 
4 Badan Koordinasi  Wilayah (Bakorwil ), sebagai berikut Bakorwil I Madiun, 
Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang dan Bakorwil IV Pamekasan. 
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Tabel 4.1 Data Koordinasi Wilayah Bakorwil  
Bakorwil I 
Madiun 
Bakorwil II 
Bojonegoro 
Bakorwil III 
Malang 
Bakorwil IV 
Pamekasan 
Kota Madiun Kota Mojokerto Kota Malang Kota Surabaya 
Kota Blitar Kota Kediri Kota Batu Kab. Sidoarjo 
Kab. Magetan Kab. Bojonegoro Kota Pasuruan Kab. Gresik 
Kab. Ponorogo Kab. Tuban Kota Probolinggo Kab. Bangkalan 
Kab. Ngawi Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Sampang 
Kab. Trenggalek Kab. Jombang Kab. Pasuruan Kab. Pamekasan 
Kab. Tulungagung Kab. Lamongan Kab. Probolinggo Kab. Sumenep 
Kab. Madiun   Kab. Lumajang   
Kab Nganjuk   Kab. Jember   
    Kab. Bondowoso   
    Kab. Situbondo   
    Kab. Banyuwangi   
Sumber : Badan Pusat Statistika 
Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan 
dalam tiga zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang 
memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan 
daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, 
Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), 
merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). 
Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini 
terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus. 
Selain itu Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa sungai yang besar maupun 
kecil. Di antara sungai mengalir melewati Jawa Timur yaitu Sungai Brantas, 
Sungai Bengawan Solo, Sungai Konto, dan Sungai Mas. 
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B. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 38,847,561 jiwa terdiri atas 
19,172,610 laki-laki dan 19,674,951 perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah 
penduduk terbesar adalah Kota Surabaya (2,848 juta jiwa), Kabupaten Malang 
(2,544 juta  jiwa),  dan Kabupaten Sidoarjo (2,117 juta jiwa). Sebaran penduduk 
lebih terfokus ke tempat sekitaran ibu kota Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. 
Industri-industri yang banyak disertai daerah yang memiliki UMR(Upah 
Minimum Regional) menjadi faktor jumlah penduduk yang meningkat pesat.  
Tabel 4.2 menunjukkan luas wilayah terbesar di Provinsi Jawa Timur pada 
kabupaten Banyuwangi sebesar 5782,4 km
2
 persegi dalam ribuan. Jumlah 
Penduduk terbanyak pada tahun 2010 Kota Surabaya 2.771.615 jiwa dan 2015 
Kota Surabaya 2.848.583 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk paling padat di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2010 Kota Surabaya 7.907 per km
2
 dan tahun 2015 
pada Kota Surabaya 8.126 per km
2
 dan yang paling rendah untuk kepadatan 
penduduk adalah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sebesar 270 per km
2
 . 
Tingkat kepadatan penduduk juga berdampak terhadap lingkungan seperti 
pencemaran air, udara yang bersih semakin berkurang, kebutuhan air semakin 
menipis, berkurangnya ketersediaan lahan dan kekurangan makanan. Kota 
Surabaya yang menjadi salah satu contoh dari dampak kepadatan penduduk. 
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Tabel 4.2 Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
Provinsi Jawa Timur 2015 
Kabupaten Bangkalan 1001.44  909 398 954305 908 953
Kabupaten Banyuwangi 5782.4 1 559 088 1594083 270 276
Kabupaten Blitar 1336.48 1 118 919 1145396 837 857
Kabupaten Bojonegoro 2198.79 1 212 301 1236607 551 562
Kabupaten Bondowoso 1525.97  738 383 761205 484 499
Kabupaten Gresik 1191.25 1 180 974 1256313 991 1055
Kabupaten Jember 3092.34 2 337 909 2407115 756 778
Kabupaten Jombang 1115.09 1 205 114 1240985 1081 1113
Kabupaten Kediri 1386.05 1 503 095 1546883 1084 1116
Kabupaten Lamongan 1782.05 1 180 699 1187795 663 667
Kabupaten Lumajang 1790.9 1 008 486 1030193 563 575
Kabupaten Madiun 1037.58  663 476 676087 639 652
Kabupaten Magetan 688.84  621 274 627413 902 911
Kabupaten Malang 3530.65 2 451 997 2544315 694 721
Kabupaten Mojokerto 717.83 1 028 605 1080389 1433 1505
Kabupaten Nganjuk 1224.25 1 019 018 1041716 832 851
Kabupaten Ngawi 1295.98  818 989 828783 632 640
Kabupaten Pacitan 1389.92  541 799 550986 390 396
Kabupaten Pamekasan 792.24  798 605 845314 1008 1067
Kabupaten Pasuruan 1474.02 1 516 492 1581787 1029 1073
Kabupaten Ponorogo 1305.7  856 682 867393 656 664
Kabupaten Probolinggo 1696.21 1 099 011 1140480 648 672
Kabupaten Sampang 1233.08  880 696 936801 714 760
Kabupaten Sidoarjo 634.38 1 949 595 2117279 3073 3338
Kabupaten Situbondo 1669.87  649 092 669713 389 401
Kabupaten Sumenep 1998.54 1 044 588 1072113 523 536
Kabupaten Trenggalek 1147.22  675 584 689200 589 601
Kabupaten Tuban 1834.15 1 120 910 1152915 611 629
Kabupaten Tulungagung 1055.65  992 317 1021190 940 967
Kota Batu 136.74    190 806 200485 1395 1466
Kota Blitar 32.57    132 383 137908 4065 4234
Kota Kediri 63.4    269 193 280004 4246 4416
Kota Madiun 33.92    171 305 174995 5050 5159
Kota Malang 145.28    822 201 851298 5659 5860
Kota Mojokerto 16.47    120 623 125706 7324 7632
Kota Pasuruan 35.29    186 805 194815 5293 5520
Kota Probolinggo 56.67    217 679 229013 3841 4041
Kota Surabaya 350.54   2 771 615 2848583 7907 8126
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah 
(dalam ribuan)
Jumlah Penduduk 
(dalam ribuan) tahun 
2015
Kepadatan 
Penduduk per km2 
tahun 2015
Jumlah Penduduk 
(dalam ribuan) tahun 
2010
Kepadatan 
Penduduk per km2 
tahun 2010
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur 
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Perataan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur terjadi seakan tidak merata 
antara kota dan pedesaan. Akibatnya di Jawa Timur terjadi kesenjangan ekonomi 
yang mengakibatkan munculnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa 
Timur cukup tinggi, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik. Rakyat Jawa 
Timur yang hidup di bawa garis kemiskinan sebesar 24, 6%, sedangkan rakyat 
yang benar-benar tergolong sangat miskin sebesar 16%. Kantong-kantong 
kemiskinan penduduk Jawa Timur ini terletak di daerah-daerah yang perputaran 
perekonomiannya rendah, seperti Sumenep, Situbondo, Bondowoso, dan beberapa 
daerah tapal kuda lainnya. 
Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir, mulai 2006-2011, alih 
fungsi lahan pertanian ke non-pertanian berupa perumahan atau bangunan di Jatim 
rata-rata seluas 879,9 hektare, industri terhitung ratusan hektar. Kemungkinan 
lahan petani semakin menyempit karena terjual untuk pendirian bangunan. Disisi 
lain, hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk, sehingga luas 
kepemilikan lahan bergeser dari lahan pertanian ke non pertanian. Dari segi 
kependudukan menimbulkan ketidakmerataan. Sebagian besar terkonsentrasi di 
Surabaya sebesar 18,88 persen, Sidoarjo 10,83 persen, sementara kabupaten/kota 
lainnya memiliki jumlah penduduk dengan proporsi kurang dari 6 persen. Laju 
pertumbuhan penduduk di Jawa Timur termasuk yang paling rendah di Indonesia. 
Meski memiliki jumlah penduduk 38 juta dan termasuk paling tinggi, namun 
menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan provinsi ini hanya 0,69 persen. 
Sedangkan untuk laju pertumbuhan nasional tercatat sebesar 1,4 persen.  
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C. Deskripsi Variabel Penelitian  
1. Kemiskinan  
Kondisi masyarakat yang berada pada Provinsi Jawa Timur bisa 
dikatakan semakin membaik. Pada dasarnya yang dianggap kemiskinan bagi 
masyarakat jawa timur pertama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
susah untuk didapatkan, kedua dari segi rumah yang sangat tidak layak untuk 
ditempati bagi masyarakat Jawa Timur terutama bagi yang sudah berkeluarga 
hal ini sangat tidak diperbolehkan karena mempengaruhi psikologis generasi 
muda, ketiga kurangnya keahlian dan keterampilan untuk mendapatkan 
pekerjaan karena persaingan yang semakin kompetitif. Ketiga hal tersebut 
mungkin menjadi tolak ukur masyarakat Jawa Timur tentang masyarakat 
miskin. Sehingga sangat diperlukan sekali berbagai kebijakan yang dilakukan 
pemerintah untuk mengurangi tingkat jumlah penduduk yang miskin. 
Berdasarkan tabel 4.3 data kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk miskin provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2014 tertinggi yaitu berada 
di Kabupaten Jember yaitu sebanyak 311.800  jiwa di tahun 2010 hal ini 
mungkin disebabkan mayoritas menjadi buruh tani dengan mendapat upah yang 
rendah sehingga meskipun masyarakat kabupaten jember bekerja tetapi masih 
dalam kondisi kemiskinan dan kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk 
miskin paling rendah yaitu di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 7.900 jiwa di 
tahun 2012 hal ini disebabkan Kota Mojokerto memiliki lapangan pekerjaan 
yang luas dengan UMR yang tinggi. Laju Kemiskinan yang tinggi  Kota 
Probolinggo -13,88. 
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Tabel 4.3 Data Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 (dalam 
jiwa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur 
 
 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Laju 
Kemiskinan
Pacitan 105400 98700 93600 91700 88900 -4.15
Ponorogo 113000 105900 100400 103000 99900 -2.97
Trenggalek 108000 101200 96000 92800 90000 -4.45
Tulungangung 105400 98700 93600 91700 89000 -4.12
Blitar 135500 126900 120300 120300 116700 -3.64
Kediri 232800 218100 206800 202700 196800 -4.10
Malang 306800 287400 272500 288600 280300 -2.12
Lumajang 140800 131900 125100 124400 120700 -3.75
Jember 311800 292100 277000 278500 270400 -3.46
Banyuwangi 175100 164000 155500 152200 147700 -4.15
Bondowoso 131900 123600 117200 115300 111900 -4.01
Situbondo 105200 98600 93500 90300 87700 -4.44
Probolinggo 276700 259200 245800 238700 231900 -4.31
Pasuruan 99300 78600 77000 85700 79700 -4.65
Sidoarjo 145500 136300 129300 138200 133800 -1.94
Mojokerto 125400 117500 111400 116600 113300 -2.41
Jombang 166500 156000 147900 137500 133500 -5.36
Nganjuk 151700 142100 134700 140800 136500 -2.52
Madiun 102300 95800 90800 83700 81200 -5.59
Magetan 80300 75000 71100 76300 74000 -1.88
Ngawi 149200 137800 130700 127500 123200 -4.65
Bojonegoro 227200 212900 201900 196800 190900 -4.25
Tuban 25800 21500 20600 19900 19100 -7.07
Lamongan 220600 206700 196000 192000 186100 -4.15
Gresik 193900 181700 172300 171600 166900 -3.65
Bangkalan 255600 239500 227100 218300 212200 -4.54
Sampang 285500 267500 253700 248200 239600 -4.27
Pamekasan 179200 167900 159200 153700 148800 -4.53
Sumenep 256700 242500 230000 225500 218900 -3.89
Kota Kediri 24900 23300 22100 22800 22100 -2.87
Kota Blitar 10100 9500 9000 10100 9800 -0.49
Kota Malang 48500 45400 43100 41000 40600 -4.33
Kota Probolinggo 41400 38800 40500 19200 19000 -13.88
Kota Pasuruan 16800 15700 14900 14600 14200 -4.10
Kota Mojokerto 8900 8300 7900 8300 8000 -2.53
Kota Madiun 10400 9700 9200 8700 8500 -4.90
Kota Surabaya 195700 183300 173800 169400 164400 -4.25
Kota Batu 9700 9100 8600 9400 9100 -1.39
KOTA
KABUPATEN
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2. PDRB 
Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 Kabupaten/Kota tentunya memiliki 
potensi yang berbeda-beda untuk pemasukan pemerintah. Seperti halnya PDRB 
dari 38 daerah Kabupaten/Kota memiliki prioritas atau strategi yang matang untuk 
memberikan dampak secara materil dan berkepanjangan untuk pembangunan 
ataupun PDRB karena dengan tidak adanya penerapan tersebut akan berakibat 
terhadap struktural ekonomi pada setiap individu masyarakat pada daerah 
tersebut. PDRB tersebut menunjukkan data dibagian sektor mana daerah tersebut 
mampu bersaing dan masyarakat memililki keterampilan yang baik. Pemerintah 
akan mengambil strategi agar bagaimana caranya PDRB daerah tersebut tetap dan 
tetap membaik atau bahkan mendongkrak sektor yang lemah. 
Berdasarkan tabel 4.4 data PDRB Provinsi Jawa Timur 2010-2014 tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat PDRB yang tertinggi berada pada Ibu Kota Provinsi 
Jawa Timur yakni Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar total Rp 35.5073,1 juta 
hal ini dikarenakan kemajuan serta penyediaan sarana infrastruktur membuat Kota 
Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan. Kota Blitar menjadi kota yang paling 
terendah dalam hal perolehan PDRB pada tahun tahun 2010 dengan perolehan 
total Rp 2.855 juta hal ini disebabkan kurangnya ketidakmerataan terhadap 
pembangunan daerah. Disisi lain seluruh daerah yang berada di Provinsi Jawa 
Timur kecuali Kota Blitar menunjukkan mengalami peningkatan terus-menerus. 
hal ini disebabkan mayoritas daerah-daerah tersebut mencoba mengoptimalkan 
potensi-potensi yang mampu menutupi sektor-sektor hal tersebut bisa dikatakan 
spesialisasi sektor. 
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Tabel 4.4 Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur  
 
 
 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi
Pacitan 6817.4 7592.1 8477.6 9415.7 10498.6 11.40
Ponorogo 8961.5 9960.3 11047.6 12150.3 13441.5 10.67
Trenggalek 7962.1 8944.1 9969.2 11004.2 12311.3 11.51
Tulungangung 16776.3 18859.5 21018.7 23264.3 25810.3 11.37
Blitar 16213.9 18013.4 19868.5 21760.5 24125.7 10.45
Kediri 18254.5 20471.7 22679.9 25218.7 27911.2 11.20
Malang 41342.9 46975.7 52796.8 58879.6 65972.6 12.40
Lumajang 14260.1 16078.5 17783.3 19634.2 21696.6 11.07
Jember 33375.5 37159.5 41327.1 45442.7 50601.2 10.97
Banyuwangi 32463.8 36950.9 42108.3 47237.5 53373.6 13.24
Bondowoso 8515.9 9552.8 10634.1 11792.6 13074.1 11.31
Situbondo 8471.4 9536.4 10708.2 11908 13347 12.04
Probolinggo 15028.1 16874.5 18796.8 20825.2 23263.9 11.54
Pasuruan 61178.3 69549.1 77659.9 84636.3 94605 11.53
Sidoarjo 81427.7 93231.7 105855.9 117729.5 130892.7 12.61
Mojokerto 34147.1 38692.8 43397.4 47747 53241.3 11.75
Jombang 17350.8 19472.2 21580.5 23829.8 26339.1 11.00
Nganjuk 11405.4 12714.5 14087.5 15572.2 17259.8 10.91
Madiun 8119.7 9118.2 10182 11293.6 12531.7 11.46
Magetan 8227.8 9231 10190.3 11312.5 12621.8 11.29
Ngawi 8456.7 9535.9 10695.6 11912.7 13325.4 12.04
Bojonegoro 32291.9 41357.1 43686.4 48129.5 50634.4 12.27
Tuban 28017.9 31460.4 35180.2 39178.4 44001.9 11.95
Lamongan 16275.2 18265 20561.7 23009.4 25733.4 12.14
Gresik 59068.6 67297.6 74946.3 83154.7 93813.3 12.27
Bangkalan 15881.4 17714.4 18037.1 19538.4 21709.2 8.20
Sampang 10064 11118.7 12190.3 13977.7 14591.5 9.79
Pamekasan 6994.2 7929.4 8901.4 9909.5 11086.7 12.21
Sumenep 15136.5 17457.1 20079.1 25361.3 28340 17.10
Kota Kediri 57550.6 64017.7 72303 79858.9 87702.8 11.11
Kota Blitar 2855 3183 3545.8 3929.5 4352.8 11.12
Kota Malang 31377.3 34968 38747 42819.9 46562.9 10.38
Kota Probolinggo 4921.3 5376.5 5945.7 6564 7260.6 10.21
Kota Pasuruan 3585.4 3988.9 4393.3 4832.4 5352.8 10.54
Kota Mojokerto 2987.2 3311.6 3663.9 4036.1 4433.6 10.38
Kota Madiun 6081.2 6813.4 7533.6 8390.4 9214.2 10.95
Kota Surabaya 231204.7 261772.3 293180.8 327926.1 355073.1 11.34
Kota Batu 6504.4 7315 8079.6 9078.4 10250.3 12.05
KABUPATEN
KOTA
66 
 
 
3. Pengangguran  
Pengangguran merupakan salah satu penyakit yang harus dibrantas oleh 
pemerintah untuk menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat karena jika pengangguran semakin meningkat pada suatu daerah 
tersebut mungkin bisa disebabkan kurangnya peran aktif pemerintah dalam 
mengambil kebijakan untuk memperendah tingkat pengangguran dan masyarakat 
yang kurang memiliki kesadaran akan kebutuhan perekonomian. Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur sendiri sedang benar-benar menggalakkan langkah-langkah 
yang strategis untuk membangun SDM yang mampu bersaing dan mendapatkan 
pekerjaan sesuai dengan upah yang cukup. Pengangguran pada sebuah daerah 
membuktikan jika tinggi jumlah penduduk yang menganggur tingkat 
kesejahteraan pada daerah tersebut kurang terjamin begitu juga sebaliknya jika 
rendah maka bisa dikatakan kesejahteraan bisa terjamin untuk daerah tersebut. 
Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan jumlah pengangguran yang paling 
tinggi Kota Surabaya 91.390 jiwa pada tahun 2010 hal ini disebabkan banyaknya 
masyarakat yang urbanisasi tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan paling 
rendah Kota Blitar 2.303 jiwa pada tahun 2012 hal ini dikarenakan lapangan 
pekerjaan yang berbanding lurus dengan angka kelulusan. Laju Pengangguran 
paling tinggi Kabupaten Sampang 42.51% sebab masyarakat tersebut minimnya 
kualitas SDM sehingga kurang mampu bersaing dengan masyarakat lain serta 
minimnya lapangan pekerjaan dan paling rendah kota -15.59 disebabkan kota 
Batu menjadi target bisnis terutama pariwisata sehingga terciptanya lapangan 
perkejaan berbasis pariwisat 
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Tabel 4.5 Data Pengangguran Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010-2014 (dalam ribuan jiwa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur  
 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Pacitan 3031 7881 3926 3360 3785 27.02
Ponorogo 18898 20617 16141 15814 18183 0.09
Trenggalek 8312 11573 12774 16790 16754 20.21
Tulungangung 19021 18553 17344 14963 13671 -7.83
Blitar 13276 21355 17990 23046 18673 13.56
Kediri 28634 35925 32946 36577 38585 8.42
Malang 56425 60028 49459 67132 61569 4.06
Lumajang 15459 14370 24468 10452 14562 11.32
Jember 31472 47719 44097 45619 53683 16.29
Banyuwangi 32415 30376 29631 40639 60355 19.23
Bondowoso 6450 11156 15097 7950 15490 38.95
Situbondo 11289 16756 11653 10731 14481 11.25
Probolinggo 12190 18218 12356 20211 8813 6.11
Pasuruan 27678 38542 51683 35690 37394 11.79
Sidoarjo 83603 48444 50816 42416 41465 -13.98
Mojokerto 26381 23408 18669 16863 21111 -4.00
Jombang 32175 26297 40291 32777 26493 -0.72
Nganjuk 18364 25709 22114 25710 20976 5.97
Madiun 19282 12132 15006 16937 12264 -7.03
Magetan 9217 10554 13604 10490 14705 15.17
Ngawi 21476 18242 12750 23526 24543 10.92
Bojonegoro 20723 27732 22832 39907 20189 10.38
Tuban 17116 25118 24418 26330 20644 7.55
Lamongan 21615 27986 30806 31721 26310 6.37
Gresik 45199 26664 37473 27599 30010 -4.52
Bangkalan 25005 16949 24217 31901 26894 6.67
Sampang 7868 16458 8469 21826 11283 42.51
Pamekasan 15471 11559 10552 10361 10035 -9.74
Sumenep 11343 21217 7493 15807 6315 18.32
Kota Kediri 9923 6890 10878 10844 11133 7.42
Kota Blitar 4371 2829 2303 4212 3963 5.78
Kota Malang 34085 22185 31807 33309 30581 1.25
Kota Probolinggo 5444 4651 5598 4744 5854 3.48
Kota Pasuruan 5956 4623 4062 5167 5915 1.79
Kota Mojokerto 4623 3698 4749 3702 2859 -9.10
Kota Madiun 8342 4652 5622 5948 6005 -4.16
Kota Surabaya 91390 75954 71991 77861 85345 -1.09
Kota Batu 5418 4526 3472 2404 2600 -15.59
KABUPATEN (dalam ribuan jiwa)
Laju 
Pengangguran
KOTA (dalam ribuan jiwa)
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4. Pendidikan 
Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam 
pembangunan masa depan suatu bangsa. Sebab, pendidikan menyangkut 
pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jatidiri manusia suatu 
bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami 
kebodohan bahkan secara sistematis. Sehingga, menjadi penting bagi kita untuk 
memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan,dan kebodohan 
jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada 
satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus 
kebodohan sekaligus kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah tingkat 
angka melek huruf di suatu daerah. 
Berdasarkan tabel 4.6 data tingkat rata-rata taraf lamanya pendidikan 
menunjukan bahwa tingkat tingkat rata-rata taraf lamanya pendidikan dalam tahun 
di provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2014 terbesar yaitu berada Kota Madiun 
yaitu sebesar 10,86 di tahun 2012 hal ini disebabkan suksesnya kebijakan kota 
madiun untuk mengutamakan sekolah negeri untuk masyarakat kota madiun itu 
sendiri sehingga membuat penduduk asli warga Kota Madiun mendapatkan 
banyak tempat di sekolah dan yang paling rendah yaitu di Kabupaten Malang 
yaitu sebesar 2.89 pada tahun 2011 hal ini mungkin disebabkan penduduk warha 
kabupaten Malang banyak putus sekolah untuk memilih kerja atau keadaan 
ekonomi keluarga yang sangat kurang sehingga tidak mampu untuk melanjutkan 
sekolah yang lebih tinggi untuk anaknya. 
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Tabel 4.6 Data Tingkat Rata-Rata Pendidikan Provinsi Jawa TimurTahun 
2010-2014 (dalam tahun) 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Pacitan 6.39 6.54 7.10 4.92 6.70
Ponorogo 6.36 6.50 7.14 7.01 7.34
Trenggalek 6.50 6.07 6.88 6.88 7.12
Tulungangung 7.01 7.34 7.72 7.54 7.67
Blitar 6.77 6.96 7.46 7.45 7.48
Kediri 6.76 7.39 7.39 7.60 7.63
Malang 6.56 2.89 6.74 6.63 6.66
Lumajang 6.03 5.78 6.05 6.00 6.04
Jember 5.79 5.53 5.30 5.54 6.79
Banyuwangi 6.52 6.78 6.54 6.74 6.84
Bondowoso 4.72 5.68 5.92 7.34 5.59
Situbondo 5.55 5.45 5.42 5.41 5.96
Probolinggo 5.08 4.94 5.03 5.30 5.32
Pasuruan 6.44 6.70 6.92 7.21 6.91
Sidoarjo 8.66 8.82 10.24 10.59 10.68
Mojokerto 7.60 7.73 7.94 8.30 8.13
Jombang 7.38 7.39 7.85 7.98 9.03
Nganjuk 6.78 6.77 6.80 7.29 7.07
Madiun 6.73 6.81 7.25 7.40 6.91
Magetan 7.06 7.62 8.31 8.55 8.09
Ngawi 6.18 6.50 6.68 6.86 6.49
Bojonegoro 6.16 6.83 7.10 7.08 6.90
Tuban 6.24 6.42 6.65 6.63 6.84
Lamongan 6.60 5.64 7.84 7.97 7.83
Gresik 7.98 8.36 9.69 9.29 9.72
Bangkalan 4.62 5.33 5.09 5.04 7.10
Sampang 3.78 4.22 4.13 4.05 4.20
Pamekasan 5.85 5.80 5.45 4.98 6.15
Sumenep 5.29 5.49 5.17 5.24 5.96
Kota Kediri 8.16 8.75 10.19 9.20 10.48
Kota Blitar 7.88 8.01 9.91 10.61 10.15
Kota Malang 7.87 7.74 9.64 6.49 9.87
Kota Probolinggo 7.89 8.17 9.70 9.82 9.49
Kota Pasuruan 8.32 7.84 9.44 9.61 9.58
Kota Mojokerto 8.90 8.34 9.08 9.29 9.68
Kota Madiun 3.76 8.88 10.86 10.86 10.83
Kota Surabaya 8.49 8.83 9.87 10.09 9.96
Kota Batu 7.05 7.01 8.40 8.13 8.22
KABUPATEN
KOTA
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur  
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5. Dana Bantuan Sosial  
Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat 
yang telah lulus dari seleksi sesuai dengan kriteria pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 
Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah akan merasa 
terbantu sehingga taraf kehidupan masyarajat tersebut semakin layak imbas bagi 
pemerintah adalah untuk mengurangi dampak dari resiko sosial. Pemerintah untuk 
tiap tahunnya selalu mengeluarkan dana bantuan sosial karena setiap daerah tidak 
akan lepas dari masyakarat yang kurang mampu. Hal ini juga salah satu upaya 
pemerintah untuk masyarakat agar kesejahteraan lebih merata dan mengurangi 
kesenjangan sosial. 
Berdasarkan tabel 4.7 data dana bantuan sosial Provinsi Jawa Timur pada 
Tahun 2010-2014 daerah yang mengeluarkan dana untuk bantuan sosial paling 
banyak adalah Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah Rp 487.378.240 pada tahun 
2014 disebabkan masyarakat yang terkena dampak dari bencana Lumpur Lapindo 
sebagian masih membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah untuk 
perekonomian dan yang paling rendah Kota Malang pada tahun 2013 sebesar Rp 
1.229.250. Laju Dana Bantuan Sosial yang paling tinggi Kota Sidoarjo 156,45% 
karena bencana abadi Lumpur Lapindo. Kota dan Kabupaten yang berada pada 
kawasan Provinsi Jawa Timur menunjukkan selalu menggolontorkan dana 
bantuan sosial untuk masyarakat meskipun menujukkan fluktuatif pemerintah 
Provinsi Jawa Timur berusaha agar tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya 
masyarakat provinsi Jawa Timur lebih merata. 
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Tabel 4.7 Data Dana Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010-2014 (dalam juta) 
2010 2011 2012 2013 2014
Pacitan 9162940 11519576 16163946 4544127 6617812 9.95
Ponorogo 21632332 27890631 13325481 7618048 10817423 -6.03
Trenggalek 12908051 12884909 3753624 2170390 6084065 16.77
Tulungangung 36462977 32116871 20249105 18847754 11239070 -24.04
Blitar 19112442 17165736 9757091 3721361 3348000 -31.31
Kediri 22104090 24728696 19650933 24116565 14096059 -6.87
Malang 46923782 57592617 65000503 66234873 15115149 -9.92
Lumajang 27057915 16147179 11807512 8764835 18272026 3.88
Jember 53759320 46346740 46764840 38738297 45528815 -3.13
Banyuwangi 50275116 64718188 22830673 11270125 10026215 -24.42
Bondowoso 9363270 11288154 2000000 6670054 4595857 35.17
Situbondo 12380752 15611404 5742840 8488500 5257780 -6.84
Probolinggo 42491129 43413316 27946232 19829420 18654046 -17.11
Pasuruan 13795200 12503210 16457495 12324463 12214800 -0.94
Sidoarjo 138439530 106520798 113309502 61860121 487378240 156.45
Mojokerto 25744666 21322932 24861400 12580116 10229361 -17.17
Jombang 49008489 30816080 8068830 5322850 7737150 -24.90
Nganjuk 5883541 6462036 4875562 1170811 5320564 65.93
Madiun 19934033 18171387 12484764 7865536 5703031 -26.16
Magetan 12558089 15258126 748650 5354935 4810220 132.88
Ngawi 3096300 4204750 2871455 5652740 12591580 55.93
Bojonegoro 60639695 79685759 43732355 19533615 8649280 -31.19
Tuban 9469875 16762900 6024840 13390674 18674520 43.67
Lamongan 23675274 22410688 28530280 24842448 10810500 -11.86
Gresik 100852953 101912531 17500125 16870050 27024005 -6.30
Bangkalan 3347830 325000 725000 1807500 1752500 44.76
Sampang 53191893 51847126 35488398 26843613 31065763 -10.68
Pamekasan 34915738 31994878 11200953 29127515 31352407 23.58
Sumenep 13673060 20956543 7661094 5227312 3820550 -17.21
Kota Kediri 32008220 26543874 9158220 21937184 23577324 16.11
Kota Blitar 2292004 2998881 5150535 5546205 7281740 35.39
Kota Malang 8475794 8637027 676729 129250 145792 -39.59
Kota Probolinggo 9811260 8743062 6690350 10509120 4205450 -9.32
Kota Pasuruan 22551232 22130293 7033813 9937089 9457477 -8.41
Kota Mojokerto 18759609 21817231 892000 1518750 1528962 -2.17
Kota Madiun 8130410 23020971 8361513 21844516 6798292 52.96
Kota Surabaya 701000 687913 867500 853704 1651000 29.01
Kota Batu 15415486 11829954 7562871 8016903 14454462 6.74
DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN/KOTA
Laju Dana 
Bantuan Sosial
KABAUPATEN (dalam juta)
KOTA (dalam juta)
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur  
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6. Belanja Modal 
Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin sseperti biaya 
pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja 
ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah baik 
untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Bastian, 
2002). 
Belanja Modal memilik peran penting terhadap keadaan keuangan dari 
pemerintahan itu sendiri serta mengembangkan aset yang telah dimiliki oleh 
pemerintah daerah agar lebih memiliki keuntungan pada tahun berikutnya 
sehingga akan memberikan dampak pada sistem keuangan daerah lebih 
terkendali dengan adanya belanja modal. Untuk mengetahui apakah suatu 
belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu 
diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset 
tetap.  
Berdasarkan tabel 4.8 data belanja modal menunjukkan bahwa daerah 
yang tertinggi mengeluarkan dana untuk belanja modal terletak pada kota 
surabaya sebesar Rp 10.349.934.147 pada tahun 2010 dan terendah berada 
pada Kota Mojokerto sebesar Rp 50.302.095  pada tahun 2011. Laju Belanja 
modal yang paling tinggi Kabupaten Gresik sebesar 65,65 % 
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Tabel 4.8 Data Belanja Modal Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2010-2014 (dalam rupiah) 
 
2010 2011 2012 2013 2014
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
Pacitan 72094434 144255052 153539156 132364212 200429182 36.04
Ponorogo 98140663 127715395 193375776 110848142 176983715 24.63
Trenggalek 89494804 126243347 134758381 206760394 280962370 34.28
Tulungangung 126601968 96661618 219555734 153095137 315546166 44.83
Blitar 174225247 160389019 224420816 330813084 385260453 23.96
Kediri 147903178 226071951 301492494 292282260 325197094 23.60
Malang 269803461 185022588 464305242 436501504 501504561 32.11
Lumajang 75963696 112572881 136316168 163055839 236756735 33.53
Jember 149772797 210061688 372743795 478577397 526136715 39.01
Banyuwangi 137257934 250847215 355812307 404860204 558546677 44.09
Bondowoso 113213796 169878280 210599591 251144647 311495490 29.33
Situbondo 85925600 120719312 155800530 264570995 325053037 40.56
Probolinggo 100021193 225588665 260067973 211259729 219199470 31.45
Pasuruan 196960665 236220557 234130842 247247833 326767786 14.20
Sidoarjo 174710772 209377144 415278389 518682837 691163488 44.08
Mojokerto 73324164 157374186 238323075 230226511 365470000 55.35
Jombang 78758201 68703991 194719288 216972912 355049119 61.43
Nganjuk 75499654 113963923 184103876 239382606 277520062 39.61
Madiun 98512664 120721115 188551510 185514724 239470374 26.55
Magetan 64212257 147506173 131917409 131065761 190932556 41.04
Ngawi 51403920 155727904 122174470 189236101 243988354 66.31
Bojonegoro 116052979 118561540 247572735 315627293 537686802 52.20
Tuban 245237183 210334179 245496485 267152794 362402237 11.74
Lamongan 106435064 190276002 271048642 240072774 353435615 39.25
Gresik 84883967 127092939 159428666 417766098 523804898 65.65
Bangkalan 131910936 289713355 276400497 295942833 332388037 33.60
Sampang 211812537 184835087 225077819 255372920 354056721 15.28
Pamekasan 101443788 161508120 119460590 146091858 240818085 30.08
Sumenep 93227960 132179250 193907822 221374321 277785358 32.03
Kota Kediri 158431308 105611921 189845555 124498557 153549053 8.83
Kota Blitar 91736072 164987191 90963623 107175438 126326327 17.67
Kota Malang 195142867 160159270 268292427 353264834 316436719 17.71
Kota Probolinggo 105488556 107039867 84706526 68161680 106923350 4.49
Kota Pasuruan 72568325 79827844 69831655 78111929 108978646 12.21
Kota Mojokerto 88017059 50302095 106630806 67646320 84146670 14.24
Kota Madiun 123209748 95647953 137365906 180111321 201533908 16.06
Kota Surabaya 10349934147 308406872 912716142 1281394616 2010585828 49.06
Kota Batu 97227360 106341048 65462126 155660707 136626886 24.12
Laju Belanja 
Modal
KABUPATEN (dalam juta)
KABUPATEN / 
KOTA
 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur  
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D. Hasil Penelitian Estimasi Model 
Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan pada Bab I diambil model 
persamaan pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan 
Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
sebagai berikut: 
Y = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + eX5 + ℮………………………………… (4.1)  
Dimana : 
Y  : Kemsikinan 
X1  : PDRB 
X2  : Pengangguran 
X3  : Pendidikan 
X4   : Dana Bantuan Sosial 
X5  : Belanja Modal 
a,b,c,d,e  : Koefisien 
℮  : Variabel Gangguan 
 
Berikut adalah hasil dari regresi pengolahan data yang membuktikan 
pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, dana bantuan sosial dan belanja 
modal terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode tahun 2011 sampai 
dengan 2014 sekaligus Perbandingan tiga estimasi model anatara lain Model Pool 
Effect, Model Pool Effect with Cross Section Weight, dan Model Pool Effect with 
Period Weight dengan hasil sebagai berikut :  
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Tabel 4.9 Tabel Perbandingan Estimasi Model  Pengaruh PDRB, 
Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal 
Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 
No Item Model Pool Effect 
Model Pool Effect 
with Section Weight 
Model Pool Effect 
with Period Weight 
1 F-Stat 66.71931 127.032 79.08641 
2 Prob F-Stat 0.0000 0.0000 0.0000 
3 t(Stat) Prob       
  C 283666(0.0000) 257294.7(0.000) 280937.6(0.0000) 
  PDRB 0.013686(0.9015) -0.1005538(0.1291) 0.012419(0.8999) 
  Pengangguran 2.583617(0.0000) 2.845867(0.0000) 0.622635(0.0000) 
  Pendidikan -28562.31(0.0000) -26787.49(0.0000) -29000.16(0.0000) 
  Dana Bantuan Sosial 0.249826(0.0048) 0.265498(0.0092) 0.259613(0.0025) 
  Belanja Modal -0.009472(0.0751) -0.006396(0.0191) -0.011352(0.0869) 
4 r2 0.644511 0.77538 0.6824448 
Sumber : Data diolah 
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan ketiga model dapat dilakukan 
penilaian pada beberapa hal yaitu: 
 Hasil uji F-stat menunjukkan Probabilitas F-stat ketiga model sangat besar 
dan diatas nilai α sebesar 0.05 sehingga ketiga model memiliki koefisien 
(slope) yang kurang mampu menjelaskan variabel dependen secara secara 
bersama-sama. Dari sisi nilai F-stat menunjukkan bahwa Model Pool Effect 
with Cross-section Weight lebih mampu menjelaskan variabel dependen 
secara bersama-sama 
 Hasil uji t-Stat menunjukkan bahwa probabilitas t-stat ketiga model terdapat 
satu variabel yang tidak signifikan (pada α=0.05) yaitu variabel PDRB. 
 Hasil Uji R2 menunjukkan bahwa ketiga model memiliki kemampuan yang 
cukup tinggi dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila diperhitungkan 
maka model Pool effect Cross-section Weight memiliki kemampuan yang 
lebih besar yaitu 0.77538 dibandingkan dengan model yang lain 
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Dengan demikian dari perbandingan ketiga model terseburt diperoleh 
kesimpulan bahwa model Pool Effect Croos-secton Weight lebih baik bila 
dibandingkan dengan model yang lain. 
E. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu 
memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena 
pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel- variabel yang 
menjelaskan akan menjadi tidak efisien. 
1. Uji Normalitas 
Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah distribusi probabilitas 
gangguan µi memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak 
berkorelasi dan mempunyai varians yang konstan. Uji Normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2002).Untuk menguji apakah data 
terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji J-B Test 
dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut: 
Tabel 4.10 Hasil Uji Jarque-Bera Pengaruh PDRB, Pengangguran, 
Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan 
di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 
  KEMISKINAN PDRB PENGANGURAN PENDIDIKAN DBS BM 
 Mean 131787,4 34337,94 22025,63 7,180132 23170,99 293673,7 
 Median 128400 17403,95 18086,5 6,98335 12569,11 187033,1 
 Maximum 311800 355073,1 91390 10,8601 487378,2 10349934 
 Minimum 7900 2855 2303 2,8874 129,25 50302.1 
 Std. Dev. 81213,05 51170,73 17402,24 1,645661 42542,61 778145,3 
 Skewness 0,134037 3,969467 1,584943 0,195013 7,615786 11,624 
 Kurtosis 2,181702 21,27912 5,822094 2,733579 78,02079 148,7853 
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  KEMISKINAN PDRB PENGANGURAN PENDIDIKAN DBS BM 
 Jarque-Bera 5,870006 3144,127 142,5981 1,766215 46392,62 172534,4 
 Probability 0,053131 0,00000 0,0000 0.413496 0,00000 0,00000 
              
 Sum 25039600 6524209 4184869 1364.225 4402489 55798010 
 Sum Sq.Dev. 1,25E+12 4,95E+11 5,72E+10 511,8496 3,42E+11 1,14E+14 
              
Observations 190 190 190 190 190 190 
Crosssections 38 38 38 38 38 38 
Sumber : Data diolah 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan memperoleh hasil 
Jarque-Bera 5,870006  dengan probabilitas 0,0531 dapat dikatakan normal. 
Variabel PDRB(Produk Domestik Regional Bruto) diperoleh hasil Jarque-Bera 
3144,127  dengan probabilitas 0,0000 dapat dikatakan normal. Variabel 
Pengangguran diperoleh hasil Jarque-Bera 142,5981 dengan probabilitas 0,0000 
dapat dikatakan normal. Pendidikan diperoleh hasil Jarque-Bera 1,766215  dengan 
probabilitas 0,413496 dapat dikatakan tidak normal. Variabel DBS (Dana Bantuan 
Sosial) diperoleh hasil Jarque-Bera 46392,62 dengan probabilitas 0,0000 dapat 
dikatakan normal. Variabel BM (Belanja Modal) diperoleh hasil Jarque-Bera 
172534,4 dengan probabilitas 0,00000 dapat dikatakan normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear 
atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk 
menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari perbandingan antara nilai R
2
 
regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai R
2
 regresi utama. Apabila nilai 
R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) lebih besar dibandingkan nilai R
2
 regresi 
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utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi 
multikolinearitas. Tabel 4.11 menunjukkan perbandingan antara nilai R
2
 regresi 
parsial (auxiliary regression) dengan nilai R
2
 regresi utama. Tabel 4.11 
menunjukkan perbandingan antara nilai r
2
 regresi parsial (auxiliary regression) 
dengan nilai R
2
 regresi utama. 
Tabel 4.10. R
2
 Auxiliary Regression Pengaruh PDRB, 
Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan 
Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur 
Tahun 2010 – 2014 
NO PERSAMAAN R
2
 reg. utama r
2
 parsial 
1 PDRB 0.644 0.625 
2 PENGANGGURAN 0.644 0.756 
3 PENDIDIKAN 0.644 0.536 
4 DBS 0.644 0.211 
5 BM 0.644 0.405 
Sumber : data diolah 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model persamaan PDRB, pendidikan, 
dana bantuan sosial dan belanja modal tidak mengandung multikolinearitas 
karena r
2
 regresi parsial (auxiliary regression) yang lebih kecil dibandingkan nilai 
R
2
 regresi utama. Sedangkan variabel pengangguran menunjukkan bahwa 
mengandung multikolinearitas karena r
2
 regresi parsial  lebih besar dibandingkan 
nilai R
2
 regresi utama. 
F. Pengujian Statistik Analisis Regresi 
Pengujian statistik analisis regresi ini terdiri dari dari; uji signifikansi 
parameter indvidual, uji signifikansi simultan F, dan koefisien R
2
 sebagai berikut : 
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1. Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variable 
dependen. Dalam regresi pengaruh PDRB, pendidikan, pengangguran, dana 
bantuan sosial, belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 - 
2014, dengan α = 5 persen dan degree of freedom (df) = 196 (n-k =190-6). maka 
diperoleh nilai tabel sebesar 1,65318. 
2. Uji Signifikansi Simultan F (Uji F) 
Regresi pengaruh PDRB, pendidikan, pengangguran, dana bantuan sosial, 
belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 - 2014 yang 
menggunakan pendekatan probabilitas menunjukkan hasil estimasi model 
diperoleh besarnya nilai probabilitas sehingga level uji F-Statistik sebesar 0,0000 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variable independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen (Fhitung > F- tabel). 
3. Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variable-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variable dependen.  
Tabel 4.9 menjelaskan hasil estimasi model pengaruh PDRB, pendidikan, 
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pengangguran, dana bantuan sosial, belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa 
Timur tahun 2010 - 2014 diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,638. Hal ini berarti sebesar 
63.8 persen variasi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel independennya yakni PDRB (Produk Domestik Regional 
Bruto), Pengangguran, Pendidikan, DBS (Dana Bantuan Sosial), BM (Belanja 
Modal. Sedangkan sisanya sebesar 36,2 persen dijelaskan oleh variable lain di 
luar model. 
G. Pengolahan Data Panel Pool E-views 
1. Estimasi Model Pool Effect dengan Cross Section Wweight 
Data yang telah dipersiapkan pada awal proses selanjutnya dikelompokkan 
dalam 2 besaran variabel yaitu: variabel dependen yang terdiri dari Kemiskinan 
dan variabel independen yaitu terdiri dari: PDRB(Produk Domestik Regional 
Bruto), Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal. 
Hasil dari penyusunan dan pengujian model ini adalah sebagai berikut 
berdasarkan hasil running data tersebut maka model Pool Effect dengan Cross 
Section Weight dapat dinyatakan dalam persamaan:  
Kemiskinan = 257294.7 - 0.105538PDRB + 2.845867PENGANGURAN - 26787.49PENDIDIKAN  +  
           (0.0000)   ( 0.1291)  ( 0.0000)        (0.0000) 
0.265498DBS -  0.006396BM 
    (0.0092)  (0.0191) 
Sum square Resid  4.51E+11 
Persamaan tersebut menunujukkan jika variabel variasi ersebut terdapat 
satu yang tidak menunukkan signifikan dan variabel lainnya menunjukkan 
signifikan. Persamaan tersebut hanya menunjukkan secara singkat sedangkan 
81 
 
 
untuk hasil regresi pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, DBS (Dana 
Bantuan Sosial), BM (Belanja Modal) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa 
Timur tahun 2010-2014 sebagai berikut : 
Tabel 4.12 Hasil Regresi Pengaruh PDRB, Pengangguran, 
Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal 
Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 
Model Pool Effect dengan Croos Section Weight 
 
 
 
Sumber : Data diolah 
 
Jika p-value lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tabel 
4.12 menunjukkan probabilitas pada variabel PDRB (Produk Domestik Regional 
Bruto) terhadap kemiskinan diperoleh angka 0,1291 value lebih dari batas kritis 
maka menerima H0 atau yang berarti variabel independen yang bersangkutan 
tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel response secara 
statistik. Probabilitas pada  variabel pengangguran diperoleh angka 0,00 
menunjukkan value kurang dari batas kritis maka jawaban hipotesis adalah 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 257294.7 14005.13 18.37146 0.0000 
PDRB? -0.105538 0.069227 -1.524519 0.1291 
PENGANGURAN? 2.845867 0.242750 11.72342 0.0000 
PENDIDIKAN? -26787.49 1736.768 -15.42376 0.0000 
DBS? 0.265498 0.100807 2.633723 0.0092 
BM? -0.006396 0.002704 -2.365384 0.0191 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.775380    Mean dependent var 179166.4 
Adjusted R-squared 0.769276    S.D. dependent var 131085.3 
S.E. of regression 48106.29    Sum squared resid 4.26E+11 
F-statistic 127.0320    Durbin-Watson stat 0.931846 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.638112    Mean dependent var 131787.4 
Sum squared resid 4.51E+11    Durbin-Watson stat 0.813302 
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menerima H1 atau yang berarti variabel indepeden yang bersangkutan memiliki 
pengaruh yang bermakna terhadap variabel response secara statistik.  
Probabilitas pada  variabel pendidikan diperoleh angka 0,00 menunjukkan 
value kurang dari batas kritis maka jawaban hipotesis adalah menerima H1 atau 
yang berarti variabel indepeden yang bersangkutan memiliki pengaruh yang 
bermakna terhadap variabel response secara statistik. Probabilitas pada  variabel 
DBS (Dana Bantuan Sosial) diperoleh angka 0,0092 menunjukkan value kurang 
dari batas kritis maka jawaban hipotesis adalah menerima H1 atau yang berarti 
variabel indepeden yang bersangkutan memiliki pengaruh yang bermakna 
terhadap variabel response secara statistik. Probabilitas pada variabel BM 
(Belanja Modal) diperoleh angka 0,0191 menunjukkan value kurang dari batas 
kritis maka jawaban hipotesis adalah menerima H1 atau yang berarti variabel 
indepeden yang bersangkutan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap 
variabel response secara statistik. 
H. Interprestasi Hasil Ekonomi 
1. Pengaruh Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan 
Sosial dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 
2010 – 2014 
Interprestasi hasil ekonomi diambil dari tabel 4.11 dengan menggunakan 
estimasi model pool effet cross section weight. Interprestasi hasil ekonomi 
dimaksudkan untuk lebih memahami dan menafsirkan dari data menuju 
pembahasan ekonomi dengan teori-teori yang berkaitan hasil dari estimasi data 
tabel 4.11. Berikut penjelasan interprestasi ekonomi Pengaruh PDRB, 
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Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap 
Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014: 
a. PDRB Terhadap Kemiskinan 
Variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur hal tersebut terjadi dikarenakan 
distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga masih terjadi kesenjangan 
ekonomi antara masyarakat kaum atas dan bawah meskipun kemiskinan menurun. 
Seharusnya hubungan PDRB dengan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat 
karena pada setiap pembangunan yang meningkat akan menurunkan jumlah 
kemiskinan pada daerah tersebut.  
Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian yang terdahulu yang 
menjadi landasan teori menurut Todaro dan Smith (2006) Pendapat pertama, 
pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan 
tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. 
Pendapat kedua, di kalangan pembuat kebijakan, pengeluaran publik yang 
digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat 
digunakan untuk untuk mempercepat pertumbuhan. Pendapat ketiga, kebijakan 
untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan 
b. Pengangguran Terhadap Kemsikinan 
Hasil regresi estimasi model menunjukan bahwa variabel pengangguran 
adalah positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa 
Timur dimana kenaikan tingkat pengangguran hasil penelitian ini malah akan 
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menaikkan kemiskinan sebesar 2,846. 
Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian  terdahulu yang 
menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang menunjukan 
pengaruh negatif pengangguran terhadap kemiskinan karena kita ketahui bahwa 
tidak semua orang menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk 
yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam 
penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan 
usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 
mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan 
tetapi belum mulai bekerja. 
c. Pendidikan Terhadap Kemiskinan 
Variabel Pendidikan yang diproksi dengan besarnya tingkat pendidikan 
menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Jawa Timur yang berarti bahwa peningkatan pendidikan akan 
menurunkan kemiskinan di jawa Timur. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan 
penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut 
Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara 
untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang 
miskin yang mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan yang tinggi maka 
harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya 
mampu  dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai 
cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi 
seperti sekolah lanjutan dan universitas namun kebijakan pemerintah yang 
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mewajibkan wajib belajar 12 tahun memberi dampak untuk kedepan sangat bagus 
didukung pula dengan beasiswa untuk masuk pergutuan tinggi negeri bagi yang 
kurang mampu tetapi berprestasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 
pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kemiskinan. Hal 
ini menunjukkan pemerintah telah berperan penting terhadap tingkat pendidikan 
kususnya bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur karena dari data tersebut 
mampu mengurangi kemiskinan yang sangat besar. 
d. Dana Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan 
Hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
variabel Dana Bantuan Sosial menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Interprestasi ekonomi terhadap 
variabel Dana Bantuan Sosial masih kurang tepat sasaran untuk penyelenggaraan 
Dana Bantuan Sosial atau mungkin terdapat penyimpangan dalam penyaluran 
Dana Bantuan Sosial sehingga menunjukkan kemiskinan tidak menurun karena 
pemberian dana bantuan sosial tersebut harus dilakukan setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 
e. Belanja Modal Terhadap Kemiskinan 
Variabel Belanja Modal menunjukkan negatif dan berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Timur hal ini menunjukkan 
penganggaranbelanja modal yang dilakukan pemerintah daerah memberikan 
dampak yang bagus untuk pengentasan kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan 
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teori menurut Halim dan Subiyanto (2008), investasi didefinisikan sebagai 
penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, 
manfaat sosial/manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam PP No. 58 
Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal (capital expenditure) adalah 
pengeluran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan 
asset lainnya yang mempunyai masa  manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan.  
Interprestasi ekonomi dalam hal ini membuktikan jika pemerintah 
memanfaatkan belanja modal bisa dikatakan sangat baik karena mampu 
mengurangi kemiskinan sehingga dapat disimpulkan jika belanja modal sangat 
berpengaruh terhadap kemiskinan.  
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian bab IV, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan : 
1. Berdasarkan penelitian dan hasil dari pengolahan data bahwa PDRB terhadap 
kemiskinan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014 menunjukkan tanda 
negatif tapi tidak berpengaruh secara signifikan. 
2. Berdasarkan penelitian dan hasil dari pengolahan data bahwa penggangguran 
terhadap kemiskinan provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014 
menunjukkan tanda positif  dan berpengaruh secara signifikan. 
3. Berdasarkan penelitian dan hasil dari pengolahan data bahwa pendidikan 
terhadap kemiskinan provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014 
menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan. 
4. Berdasarkan penelitian dan hasil dari pengolahan data bahwa DBS (Dana 
Bantuan Sosial) terhadap kemiskinan provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-
2014 menunjukkan tanda positif  dan berpengaruh secara signifikan. 
5. Berdasarkan penelitian dan hasil dari pengolahan data bahwa BM (Belanja 
Modal) terhadap kemiskinan provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014 
menunjukkan tanda negatif  dan berpengaruh secara signifikan. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mempunyai 
beberapa saran kepada pemerintah kususnya pada Provinsi Jawa Timur, yaitu : 
1. Pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat miskin perlu dioptimalkan karena 
hal ini sangat mempengaruhi tingkat SDM yang akan diterima masyarakat 
kususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur. PDRB yang meningkat akan 
menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan untuk pemerintahan. Selain 
itu desa-desa yang sangat tertinggal dan menunjukkan tingkat kemiskinan 
yang kritis seharusnya pemerintah mengambil langkah pengembangan potensi 
secara optimal dan penuh tanggung jawab sehinggan orang miskin dapat 
teratasi. 
2. Pemerintah harus lebih meningkat pelatihan-pelatihan yang mampu 
menunjang kemampuan personalia masyarakat sehingga ketika pemerintah 
menyediakan lapangan lebih luas masyarakat mampu bersaing untuk 
mendapatkan pekerjaan tersebut. 
3. Pendidikan adalah tolak ukur ti gkatan SDM masyarakatharusnya pemerintah 
meningkatkan wajib belajar yang sekarang ini 12 tahun atau untuk 
menlanjutkan ditingkatkan ke Universitas harus gratis dengan begitu maka 
tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu memiliki alasan tidak adanya 
biaya untuk melanjutkan kuliah dengan begitu kedaulatan dan kesejahteraan 
masyarakat akan terwujud. Disisi lain pembangunan akses jalan menuju 
tempat pendidikan harus lebih diatasi sehingga masyarakat tidak mempunyai 
alasan jauh dari rumah atau jalan yang jelek 
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4. Dana Bantuan Sosial perlu lebih diawasi lagi karena sektor ini rentan dengan 
permainan keuangan. Pemerintah harus lebih menyelektif untuk pegawai 
pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan sosial 
sehingga dana tersebut benar-benar tersalurkan ke masyarakat yang 
membutuhkan. 
5. Pengelolaan belanja modal harusnya untuk saat ini harus lebih difokuskan 
untuk  infrastuktur untuk investasi jangka panjang tetapi harus diimbangi 
dengan ditingkatkannya efetivitas pengelolaan pendapatan daerah dalam 
membiayai belanja modal. Seperti pembangunan irigasi sehingga petani dapat 
pengaruh dari pembangunan irigasi. 
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LAMPIRAN 
  
LAMPIRAN 1 
PDRB PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi
Pacitan 6817.4 7592.1 8477.6 9415.7 10498.6 11.40
Ponorogo 8961.5 9960.3 11047.6 12150.3 13441.5 10.67
Trenggalek 7962.1 8944.1 9969.2 11004.2 12311.3 11.51
Tulungangung 16776.3 18859.5 21018.7 23264.3 25810.3 11.37
Blitar 16213.9 18013.4 19868.5 21760.5 24125.7 10.45
Kediri 18254.5 20471.7 22679.9 25218.7 27911.2 11.20
Malang 41342.9 46975.7 52796.8 58879.6 65972.6 12.40
Lumajang 14260.1 16078.5 17783.3 19634.2 21696.6 11.07
Jember 33375.5 37159.5 41327.1 45442.7 50601.2 10.97
Banyuwangi 32463.8 36950.9 42108.3 47237.5 53373.6 13.24
Bondowoso 8515.9 9552.8 10634.1 11792.6 13074.1 11.31
Situbondo 8471.4 9536.4 10708.2 11908 13347 12.04
Probolinggo 15028.1 16874.5 18796.8 20825.2 23263.9 11.54
Pasuruan 61178.3 69549.1 77659.9 84636.3 94605 11.53
Sidoarjo 81427.7 93231.7 105855.9 117729.5 130892.7 12.61
Mojokerto 34147.1 38692.8 43397.4 47747 53241.3 11.75
Jombang 17350.8 19472.2 21580.5 23829.8 26339.1 11.00
Nganjuk 11405.4 12714.5 14087.5 15572.2 17259.8 10.91
Madiun 8119.7 9118.2 10182 11293.6 12531.7 11.46
Magetan 8227.8 9231 10190.3 11312.5 12621.8 11.29
Ngawi 8456.7 9535.9 10695.6 11912.7 13325.4 12.04
Bojonegoro 32291.9 41357.1 43686.4 48129.5 50634.4 12.27
Tuban 28017.9 31460.4 35180.2 39178.4 44001.9 11.95
Lamongan 16275.2 18265 20561.7 23009.4 25733.4 12.14
Gresik 59068.6 67297.6 74946.3 83154.7 93813.3 12.27
Bangkalan 15881.4 17714.4 18037.1 19538.4 21709.2 8.20
Sampang 10064 11118.7 12190.3 13977.7 14591.5 9.79
Pamekasan 6994.2 7929.4 8901.4 9909.5 11086.7 12.21
Sumenep 15136.5 17457.1 20079.1 25361.3 28340 17.10
Kota Kediri 57550.6 64017.7 72303 79858.9 87702.8 11.11
Kota Blitar 2855 3183 3545.8 3929.5 4352.8 11.12
Kota Malang 31377.3 34968 38747 42819.9 46562.9 10.38
Kota Probolinggo 4921.3 5376.5 5945.7 6564 7260.6 10.21
Kota Pasuruan 3585.4 3988.9 4393.3 4832.4 5352.8 10.54
Kota Mojokerto 2987.2 3311.6 3663.9 4036.1 4433.6 10.38
Kota Madiun 6081.2 6813.4 7533.6 8390.4 9214.2 10.95
Kota Surabaya 231204.7 261772.3 293180.8 327926.1 355073.1 11.34
Kota Batu 6504.4 7315 8079.6 9078.4 10250.3 12.05
KABUPATEN
KOTA
 
  
LAMPIRAN 2 
JUMLAH PENGANGGURAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-
2014 
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Pacitan 3031 7881 3926 3360 3785 27.02
Ponorogo 18898 20617 16141 15814 18183 0.09
Trenggalek 8312 11573 12774 16790 16754 20.21
Tulungangung 19021 18553 17344 14963 13671 -7.83
Blitar 13276 21355 17990 23046 18673 13.56
Kediri 28634 35925 32946 36577 38585 8.42
Malang 56425 60028 49459 67132 61569 4.06
Lumajang 15459 14370 24468 10452 14562 11.32
Jember 31472 47719 44097 45619 53683 16.29
Banyuwangi 32415 30376 29631 40639 60355 19.23
Bondowoso 6450 11156 15097 7950 15490 38.95
Situbondo 11289 16756 11653 10731 14481 11.25
Probolinggo 12190 18218 12356 20211 8813 6.11
Pasuruan 27678 38542 51683 35690 37394 11.79
Sidoarjo 83603 48444 50816 42416 41465 -13.98
Mojokerto 26381 23408 18669 16863 21111 -4.00
Jombang 32175 26297 40291 32777 26493 -0.72
Nganjuk 18364 25709 22114 25710 20976 5.97
Madiun 19282 12132 15006 16937 12264 -7.03
Magetan 9217 10554 13604 10490 14705 15.17
Ngawi 21476 18242 12750 23526 24543 10.92
Bojonegoro 20723 27732 22832 39907 20189 10.38
Tuban 17116 25118 24418 26330 20644 7.55
Lamongan 21615 27986 30806 31721 26310 6.37
Gresik 45199 26664 37473 27599 30010 -4.52
Bangkalan 25005 16949 24217 31901 26894 6.67
Sampang 7868 16458 8469 21826 11283 42.51
Pamekasan 15471 11559 10552 10361 10035 -9.74
Sumenep 11343 21217 7493 15807 6315 18.32
Kota Kediri 9923 6890 10878 10844 11133 7.42
Kota Blitar 4371 2829 2303 4212 3963 5.78
Kota Malang 34085 22185 31807 33309 30581 1.25
Kota Probolinggo 5444 4651 5598 4744 5854 3.48
Kota Pasuruan 5956 4623 4062 5167 5915 1.79
Kota Mojokerto 4623 3698 4749 3702 2859 -9.10
Kota Madiun 8342 4652 5622 5948 6005 -4.16
Kota Surabaya 91390 75954 71991 77861 85345 -1.09
Kota Batu 5418 4526 3472 2404 2600 -15.59
KABUPATEN (dalam ribuan jiwa)
Laju 
Pengangguran
KOTA (dalam ribuan jiwa)
 
  
LAMPIRAN 3 
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 
Kab/Kota
Belum Pernah 
Sekolah
Belum Tamat 
SD
SD SMP Diploma 
I/II/III
Universitas Total
Pacitan 4612 28968 76882 34621 13033 115133 3242 8117 284608
Ponorogo 18747 44386 93456 56098 27593 18081 3616 9441 271418
Trenggalek 3253 28408 98835 43579 12838 16924 1225 8748 213810
Tulungangung 4684 42187 95953 61198 38248 29342 3239 14473 289324
Blitar 9241 61473 118415 82651 36624 33306 2792 10155 354657
Kediri 6810 84953 157870 107219 45519 42020 5675 12866 462932
Malang 21632 150589 236322 140162 87573 65799 8452 22494 733023
Lumajang 14756 55411 132130 40170 35359 11793 4023 12225 305867
Jember 46100 171396 249360 103893 78631 34161 5146 13976 702663
Banyuwangi 16168 102520 144444 96729 62350 39493 3099 13663 478466
Bondowoso 23058 79453 67615 33047 16902 6519 2543 8325 237462
Situbondo 23706 47873 62689 28014 27464 6021 3610 7867 207244
Probolinggo 22645 114455 118051 40764 30867 13761 1789 6645 348977
Pasuruan 15605 105014 151085 89647 48532 43280 3680 6573 463416
Sidoarjo 2688 50513 93971 138797 116289 128346 7963 28375 566942
Mojokerto 5102 44704 87906 76011 46540 46290 3497 8576 318626
Jombang 9679 47473 101072 93013 54288 39210 1477 11990 358202
Nganjuk 12157 49583 107521 60200 35486 29647 3234 8284 306112
Madiun 9508 30198 66688 41168 20875 17992 3802 7074 197305
Magetan 3700 27765 73731 39788 20491 25008 1021 5759 197263
Ngawi 19542 34980 94834 45378 20194 16238 1313 8091 240570
Bojonegoro 24950 70650 135712 79452 36946 13826 4378 6615 372529
Tuban 30533 50384 147653 60477 42284 17795 2793 12092 364011
Lamongan 16449 56605 102022 84383 50646 16188 1264 15388 342945
Gresik 3992 37098 74254 76757 84383 35240 5442 19577 336743
Bangkalan 34356 60338 81766 19006 16248 3645 2504 4648 222511
Sampang 65165 64123 68619 15956 11108 1370 3199 2329 231869
Pamekasan 29402 29618 92598 38227 23053 5316 1450 5812 225476
Sumenep 51624 58714 118334 45885 30219 2336 4443 6519 318074
Kota Kediri 394 4804 10759 18047 13632 14214 1961 8876 72687
Kota Blitar 54 3417 6842 7448 5684 6728 1209 3752 35134
Kota Malang 1948 12636 35466 44042 38552 36007 8173 30193 207017
Kota Probolinggo 1088 4725 11578 8508 8039 8978 625 2627 46168
Kota Pasuruan 535 3116 10184 7925 10259 9851 1104 4163 47137
Kota Mojokerto 141 2018 5206 6398 8274 7813 886 2505 33241
Kota Madiun 195 1412 4620 11036 10101 9056 1048 61550 99018
Kota Surabaya 5715 41279 97052 165144 217514 132878 11011 91678 762271
Kota Batu 1394 9192 17931 13258 8909 5201 1041 2801 59727
SLTA
KABUPATEN
KOTA
 
  
LAMPIRAN 4 
DATA DIOLAH PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 
Kab/Kota
Belum 
Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP SLTA Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total Rata-Rata
Pacitan 4612 28968 461292 311589 1537992 43767 129872 2388220 8.391261
Ponorogo 18747 44386 560736 504882 548088 48816 151056 1725655 6.357924
Trenggalek 3253 28408 593010 392211 357144 16537.5 139968 1390564 6.503735
Tulungangung 4684 42187 575718 550782 811080 43726.5 231568 2028178 7.010056
Blitar 9241 61473 710490 743859 839160 37692 162480 2401915 6.772501
Kediri 6810 84953 947220 964971 1050468 76612.5 205856 3131035 6.763487
Malang 21632 150589 1417932 1261458 1840464 114102 359904 4806177 6.556652
Lumajang 14756 55411 792780 361530 565824 54310.5 195600 1844612 6.030763
Jember 46100 171396 1496160 935037 1353504 69471 223616 4071668 5.794624
Banyuwangi 16168 102520 866664 870561 1222116 41836.5 218608 3119866 6.520558
Bondowoso 23058 79453 405690 297423 281052 34330.5 133200 1121007 4.720783
Situbondo 23706 47873 376134 252126 401820 48735 125872 1150394 5.550916
Probolinggo 22645 114455 708306 366876 535536 24151.5 106320 1771970 5.077611
Pasuruan 15605 105014 906510 806823 1101744 49680 105168 2985376 6.442108
Sidoarjo 2688 50513 563826 1249173 2935620 107500.5 454000 4909321 8.659299
Mojokerto 5102 44704 527436 684099 1113960 47209.5 137216 2422511 7.602991
Jombang 9679 47473 606432 837117 1121976 19939.5 191840 2642617 7.377448
Nganjuk 12157 49583 645126 541800 781596 43659 132544 2073921 6.77504
Madiun 9508 30198 400128 370512 466404 51327 113184 1328077 6.731086
Magetan 3700 27765 442386 358092 545988 13783.5 92144 1391715 7.055122
Ngawi 19542 34980 569004 408402 437184 17725.5 129456 1486838 6.180478
Bojonegoro 24950 70650 814272 715068 609264 59103 105840 2293307 6.15605
Tuban 30533 50384 885918 544293 720948 37705.5 193472 2269782 6.235475
Lamongan 16449 56605 612132 759447 802008 17064 246208 2263705 6.600781
Gresik 3992 37098 445524 690813 1435476 73467 313232 2686370 7.977508
Bangkalan 34356 60338 490596 171054 238716 33804 74368 1028864 4.623879
Sampang 65165 64123 411714 143604 149736 43186.5 37264 877528.5 3.784587
Pamekasan 29402 29618 555588 344043 340428 19575 92992 1318654 5.848312
Sumenep 51624 58714 710004 412965 390660 59980.5 104304 1683948 5.2942
Kota Kediri 394 4804 64554 162423 334152 26473.5 142016 592800.5 8.155523
Kota Blitar 54 3417 41052 67032 148944 16321.5 60032 276820.5 7.878992
Kota Malang 1948 12636 212796 396378 894708 110335.5 483088 1628802 7.86796
Kota Probolinggo 1088 4725 69468 76572 204204 8437.5 42032 364494.5 7.89496
Kota Pasuruan 535 3116 61104 71325 241320 14904 66608 392304 8.322634
Kota Mojokerto 141 2018 31236 57582 193044 11961 40080 295982 8.904124
Kota Madiun 195 1412 27720 99324 229884 14148 984800 372683 3.76379
Kota Surabaya 5715 41279 582312 1486296 4204704 148648.5 1466848 6468955 8.486423
Kota Batu 1394 9192 107586 119322 169320 14053.5 44816 420867.5 7.04652
KOTA
KABUPATEN
  
LAMPIRAN 5 
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 
Kab/Kota
Belum Pernah 
Sekolah
Belum Tamat 
SD
SD SMP
Diploma 
I/II/III
Universitas Total
Pacitan 7027 18732 80966 35914 8244 15575 533 5356 172347
Ponorogo 19718 45557 87285 57297 31900 24920 4169 12671 283517
Trenggalek 3280 30872 89620 5384 17679 15906 981 7085 170807
Tulungangung 4607 44923 96916 73349 36788 34643 5783 6388 303397
Blitar 4918 59270 128450 85891 37648 33945 1911 6152 358185
Kediri 15083 55303 154690 116458 60826 54449 6350 12429 475588
Malang 24950 1554593 306441 149090 56151 65664 6165 20536 2183590
Lumajang 39047 47778 130354 48825 30192 8649 2489 5408 312742
Jember 64034 174590 246360 103578 75291 30774 3089 19565 717281
Banyuwangi 12475 75739 180101 107241 68237 24357 7112 17189 492451
Bondowoso 14393 61814 71961 38623 27266 7414 4008 8071 233550
Situbondo 32763 43704 63646 26297 26213 8144 1980 5351 208098
Probolinggo 31355 103531 107319 39957 25384 13773 2978 9343 333640
Pasuruan 19486 74841 175349 72592 67979 43637 2942 17417 474243
Sidoarjo 3454 35634 81345 130758 150670 137189 18710 55683 613443
Mojokerto 5242 47956 74131 91743 59322 36900 2881 7549 325724
Jombang 10158 42796 110834 104258 55898 30808 2596 12390 369738
Nganjuk 13655 46235 119422 69568 34268 27663 4329 10331 325471
Madiun 14905 37930 56417 37596 20482 37018 2422 6431 213201
Magetan 5457 22829 49775 45951 25510 31441 5627 10177 196767
Ngawi 23681 33282 82015 56411 28478 23729 2509 13928 264033
Bojonegoro 28329 51107 137404 99995 55905 14514 275 722 388251
Tuban 28735 48760 134724 74034 42668 20744 876 11368 361909
Lamongan 10690 59529 96061 95714 83826 13222 0 114509 473551
Gresik 4682 40636 54343 81198 92415 58250 9631 22611 363766
Bangkalan 45913 30846 113714 21164 25000 5187 1429 6632 249885
Sampang 72459 53269 75141 20096 17672 702 4419 2357 246115
Pamekasan 50661 25905 70876 42046 26280 11587 2844 6416 236615
Sumenep 67234 50540 95915 60128 45486 1874 971 8662 330810
Kota Kediri 205 3680 15060 18604 17859 16531 4052 7290 83281
Kota Blitar 200 3241 7565 8865 7142 7656 1072 4291 40032
Kota Malang 1353 22142 44419 52131 48013 44882 5266 33123 251329
Kota Probolinggo 2292 4584 9675 10402 13822 11044 1718 5257 58794
Kota Pasuruan 700 7337 9882 12508 9771 10413 967 3907 55485
Kota Mojokerto 154 3654 8053 7935 6593 7912 800 1875 36976
Kota Madiun 750 1788 7102 11011 11249 13821 1720 5294 52735
Kota Surabaya 10882 54459 128771 181255 249340 167410 16804 62388 871309
Kota Batu 217 8530 18746 12028 8243 6853 479 4402 59498
SLTA
KABUPATEN
KOTA
 
  
LAMPIRAN 6 
DATA DIOLAH PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 
Kab/Kota
Belum 
Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP SLTA
Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total Rata-Rata
Pacitan 7027 18732 485796 323226 285828 7195.5 85696 1127804.5 6.543801
Ponorogo 19718 45557 523710 515673 681840 56281.5 202736 1842779.5 6.499714
Trenggalek 3280 30872 537720 48456 403020 13243.5 113360 1036591.5 6.068788
Tulungangung 4607 44923 581496 660141 857172 78070.5 102208 2226409.5 7.338271
Blitar 4918 59270 770700 773019 859116 25798.5 98432 2492821.5 6.959592
Kediri 15083 55303 928140 1048122 1383300 85725 198864 3515673 7.392266
Malang 24950 1554593 1838646 1341810 1461780 83227.5 328576 6305006.5 2.88745
Lumajang 39047 47778 782124 439425 466092 33601.5 86528 1808067.5 5.781339
Jember 64034 174590 1478160 932202 1272780 41701.5 313040 3963467.5 5.525683
Banyuwangi 12475 75739 1080606 965169 1111128 96012 275024 3341129 6.784693
Bondowoso 14393 61814 431766 347607 416160 54108 129136 1325848 5.676934
Situbondo 32763 43704 381876 236673 412284 26730 85616 1134030 5.4495
Probolinggo 31355 103531 643914 359613 469884 40203 149488 1648500 4.940954
Pasuruan 19486 74841 1052094 653328 1339392 39717 278672 3178858 6.703015
Sidoarjo 3454 35634 488070 1176822 3454308 252585 890928 5410873 8.820498
Mojokerto 5242 47956 444786 825687 1154664 38893.5 120784 2517228.5 7.728103
Jombang 10158 42796 665004 938322 1040472 35046 198240 2731798 7.38847
Nganjuk 13655 46235 716532 626112 743172 58441.5 165296 2204147.5 6.772178
Madiun 14905 37930 338502 338364 690000 32697 102896 1452398 6.812341
Magetan 5457 22829 298650 413559 683412 75964.5 162832 1499871.5 7.622576
Ngawi 23681 33282 492090 507699 626484 33871.5 222848 1717107.5 6.503382
Bojonegoro 28329 51107 824424 899955 845028 3712.5 11552 2652555.5 6.832064
Tuban 28735 48760 808344 666306 760944 11826 181888 2324915 6.424032
Lamongan 10690 59529 576366 861426 1164576 0 1832144 2672587 5.643715
Gresik 4682 40636 326058 730782 1807980 130018.5 361776 3040156.5 8.357451
Bangkalan 45913 30846 682284 190476 362244 19291.5 106112 1331054.5 5.326668
Sampang 72459 53269 450846 180864 220488 59656.5 37712 1037582.5 4.215844
Pamekasan 50661 25905 425256 378414 454404 38394 102656 1373034 5.802819
Sumenep 67234 50540 575490 541152 568320 13108.5 138592 1815844.5 5.489086
Kota Kediri 205 3680 90360 167436 412680 54702 116640 729063 8.754254
Kota Blitar 200 3241 45390 79785 177576 14472 68656 320664 8.010192
Kota Malang 1353 22142 266514 469179 1114740 71091 529968 1945019 7.738936
Kota Probolinggo 2292 4584 58050 93618 298392 23193 84112 480129 8.166292
Kota Pasuruan 700 7337 59292 112572 242208 13054.5 62512 435163.5 7.842903
Kota Mojokerto 154 3654 48318 71415 174060 10800 30000 308401 8.340572
Kota Madiun 750 1788 42612 99099 300840 23220 84704 468309 8.880421
Kota Surabaya 10882 54459 772626 1631295 5001000 226854 998208 7697116 8.833968
Kota Batu 217 8530 112476 108252 181152 6466.5 70432 417093.5 7.01021
KABUPATEN
KOTA
 
 
  
LAMPIRAN 7 
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 
Kab/Kota
Belum Pernah 
Sekolah
Belum Tamat 
SD
SD SMP
Diploma 
I/II/III
Universitas Total
Pacitan 15208 35194 150351 77603 20577 21822 2048 11696 334499
Ponorogo 42681 79276 136498 97637 50659 35442 7126 29254 478573
Trenggalek 17848 51140 177187 79798 30875 25561 3047 8954 394410
Tulungangung 8810 68040 193987 119610 60179 47298 5997 24202 528123
Blitar 15415 83364 228854 138392 70858 43508 6826 22913 610130
Kediri 34754 124387 233610 164992 77361 77284 13113 33242 758743
Malang 60077 224009 493453 223385 99859 104684 18523 31678 1255668
Lumajang 42873 69896 260114 60149 42042 8999 7658 4301 496032
Jember 136372 315825 342945 122602 78297 48083 12942 27341 1084407
Banyuwangi 55925 207059 224644 151129 109059 60810 10874 21817 841317
Bondowoso 45644 96182 124161 45887 32727 16839 8836 17572 387848
Situbondo 65157 73856 108529 37403 31536 9642 4211 10544 340878
Probolinggo 82963 197743 173304 70693 37360 23387 8129 17602 611181
Pasuruan 30388 147992 271755 124273 80357 54530 12491 30811 752597
Sidoarjo 2654 55776 154862 178019 197622 199335 24654 111172 924094
Mojokerto 8165 90179 130819 132420 89789 42004 5277 28833 527486
Jombang 9191 85950 174659 123317 81069 46713 12434 28290 561623
Nganjuk 27973 80828 199164 96042 37908 38494 5570 15609 501588
Madiun 25228 66117 91301 57622 36839 45543 3717 19386 345753
Magetan 10908 44786 99540 57349 43178 43917 10321 28866 338865
Ngawi 43564 56769 151002 72290 34817 23046 8862 14460 404810
Bojonegoro 38549 75986 244905 141500 89594 16708 2350 18154 627746
Tuban 34958 79284 236653 107458 51671 22720 6615 10785 550144
Lamongan 18840 91109 168288 123983 115204 31397 4405 34799 588025
Gresik 15070 31804 107483 93339 140041 61148 17749 53516 520150
Bangkalan 95778 65963 194798 30474 21957 5983 1185 14788 430926
Sampang 147549 98516 153634 33875 20854 191 5292 8504 468415
Pamekasan 146034 39772 134817 57511 32236 10711 6848 20248 448177
Sumenep 146100 101241 223058 80500 50284 880 2168 15664 619895
Kota Kediri 585 7827 22800 25560 30288 18376 5697 16568 127701
Kota Blitar 543 5176 14376 8599 10869 9940 3360 9765 62628
Kota Malang 6425 51468 56142 68410 60614 63827 11834 64406 383126
Kota Probolinggo 4086 10103 18772 12302 19193 19569 4798 14860 103683
Kota Pasuruan 1356 11276 15839 13537 16762 18289 1810 10665 89534
Kota Mojokerto 1055 7231 11634 11930 10072 12334 975 4913 60144
Kota Madiun 1124 2220 10103 12255 20192 19616 2289 10325 78124
Kota Surabaya 26564 85902 241602 270213 322639 217223 43051 140486 1347680
Kota Batu 1547 14271 27978 17931 14894 9610 2504 9526 98261
SLTA
KABUPATEN
KOTA
 
  
LAMPIRAN 8 
DATA DIOLAH PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 
Kab/Kota
Belum 
Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP SLTA
Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total Rata-Rata
Pacitan 15208 35194 902106 698427 508788 27648 187136 2374507 7.098697
Ponorogo 42681 79276 818988 878733 1033212 96201 468064 3417155 7.1403
Trenggalek 17848 51140 1063122 718182 677232 41134.5 143264 2711922.5 6.875897
Tulungangung 8810 68040 1163922 1076490 1289724 80959.5 387232 4075177.5 7.716342
Blitar 15415 83364 1373124 1245528 1372392 92151 366608 4548582 7.455103
Kediri 34754 124387 1401660 1484928 1855740 177025.5 531872 5610366.5 7.394291
Malang 60077 224009 2960718 2010465 2454516 250060.5 506848 8466693.5 6.74278
Lumajang 42873 69896 1560684 541341 612492 103383 68816 2999485 6.046959
Jember 136372 315825 2057670 1103418 1516560 174717 437456 5742018 5.295076
Banyuwangi 55925 207059 1347864 1360161 2038428 146799 349072 5505308 6.543679
Bondowoso 45644 96182 744966 412983 594792 119286 281152 2295005 5.917279
Situbondo 65157 73856 651174 336627 494136 56848.5 168704 1846502.5 5.416901
Probolinggo 82963 197743 1039824 636237 728964 109741.5 281632 3077104.5 5.034686
Pasuruan 30388 147992 1630530 1118457 1618644 168628.5 492976 5207615.5 6.919527
Sidoarjo 2654 55776 929172 1602171 4763484 332829 1778752 9464838 10.24229
Mojokerto 8165 90179 784914 1191780 1581516 71239.5 461328 4189121.5 7.941673
Jombang 9191 85950 1047954 1109853 1533384 167859 452640 4406831 7.8466
Nganjuk 27973 80828 1194984 864378 916824 75195 249744 3409926 6.798261
Madiun 25228 66117 547806 518598 988584 50179.5 310176 2506688.5 7.24994
Magetan 10908 44786 597240 516141 1045140 139333.5 461856 2815404.5 8.308337
Ngawi 43564 56769 906012 650610 694356 119637 231360 2702308 6.675497
Bojonegoro 38549 75986 1469430 1273500 1275624 31725 290464 4455278 7.097262
Tuban 34958 79284 1419918 967122 892692 89302.5 172560 3655836.5 6.645236
Lamongan 18840 91109 1009728 1115847 1759212 59467.5 556784 4610987.5 7.841482
Gresik 15070 31804 644898 840051 2414268 239611.5 856256 5041958.5 9.693278
Bangkalan 95778 65963 1168788 274266 335280 15997.5 236608 2192680.5 5.088299
Sampang 147549 98516 921804 304875 252540 71442 136064 1932790 4.126234
Pamekasan 146034 39772 808902 517599 515364 92448 323968 2444087 5.453397
Sumenep 146100 101241 1338348 724500 613968 29268 250624 3204049 5.168696
Kota Kediri 585 7827 136800 230040 583968 76909.5 265088 1301217.5 10.18956
Kota Blitar 543 5176 86256 77391 249708 45360 156240 620674 9.910487
Kota Malang 6425 51468 336852 615690 1493292 159759 1030496 3693982 9.64169
Kota Probolinggo 4086 10103 112632 110718 465144 64773 237760 1005216 9.69509
Kota Pasuruan 1356 11276 95034 121833 420612 24435 170640 845186 9.439833
Kota Mojokerto 1055 7231 69804 107370 268872 13162.5 78608 546102.5 9.079917
Kota Madiun 1124 2220 60618 110295 477696 30901.5 165200 848054.5 10.85524
Kota Surabaya 26564 85902 1449612 2431917 6478344 581188.5 2247776 13301303.5 9.869779
Kota Batu 1547 14271 167868 161379 294048 33804 152416 825333 8.399395
KABUPATEN
KOTA
  
 
LAMPIRAN 9 
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 
Kab/Kota
Belum Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP Diploma 
I/II/III
Universitas Total
Pacitan 186677 42182 142707 76459 19306 20457 1417 12573 501778
Ponorogo 33194 85053 142635 93340 43679 37676 4274 26020 465871
Trenggalek 19381 49179 173215 85811 21618 29320 492 11818 390834
Tulungangung 12736 62537 211808 114825 54721 43889 2767 22892 526175
Blitar 12334 83974 230689 128632 60576 38834 9940 28234 593213
Kediri 23680 115422 235789 158995 86781 79749 5524 36446 742386
Malang 56713 249602 441320 236838 101786 90734 16055 32059 1225107
Lumajang 46154 86930 228246 68357 40344 11400 5872 10736 498039
Jember 132482 269325 400585 146158 85268 35235 9073 26651 1104777
Banyuwangi 52008 153420 271231 176977 85683 56232 6265 20212 822028
Bondowoso 47799 112582 99033 434479 35212 20119 5348 16255 770827
Situbondo 55866 91770 94140 36697 33625 9309 2278 15360 339045
Probolinggo 90535 162083 179951 59854 47094 20066 6065 22419 588067
Pasuruan 31089 142424 281699 107035 111165 64620 10041 36571 784644
Sidoarjo 5242 41931 146120 200896 235868 186775 24538 143876 985246
Mojokerto 757 75166 133807 124965 90687 56175 9545 23651 514753
Jombang 14211 74056 156415 150510 78792 35792 12199 30135 552110
Nganjuk 22238 83103 173225 115045 47575 41920 4307 27740 515153
Madiun 30250 50258 90936 69235 39378 44160 5973 12958 343148
Magetan 8936 38331 101807 49866 46599 57283 5778 27928 336528
Ngawi 38025 64337 150903 100714 43352 25651 5562 13215 441759
Bojonegoro 31802 84835 244346 163168 81157 17232 1605 18514 642659
Tuban 47384 90254 224109 110765 64975 25029 5002 14461 581979
Lamongan 17127 89725 154256 155137 122909 24756 5568 32803 602281
Gresik 13124 43421 104188 1185118 157896 53885 20465 73225 1651322
Bangkalan 101472 63855 191675 35012 23891 5217 1198 11950 434270
Sampang 156548 94947 108081 40883 22619 1232 3252 11034 438596
Pamekasan 171376 53808 122018 40131 43317 7783 5232 18625 462290
Sumenep 145060 98721 201547 86675 53212 2343 1887 15332 604777
Kota Kediri 21064 6257 21022 18953 33177 21717 4811 17734 144735
Kota Blitar 314 3585 11401 9404 10640 13419 2950 11755 63468
Kota Malang 1374 300839 72224 68236 68940 75171 16782 64528 668094
Kota Probolinggo 3340 8853 18753 11732 18251 19998 5171 14044 100142
Kota Pasuruan 947 9985 20224 10537 17910 16636 2921 12495 91655
Kota Mojokerto 751 5680 11309 15000 10574 13114 1195 3779 61402
Kota Madiun 657 3379 9228 14001 25189 17218 3215 10479 83366
Kota Surabaya 25930 88882 223160 241782 348166 284178 31124 152382 1395604
Kota Batu 1386 13618 31303 16956 17483 10514 1878 5201 98339
SLTA
KABUPATEN
KOTA
 
  
 
LAMPIRAN 10 
DATA DIOLAH PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 
Kab/Kota
Belum 
Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP SLTA
Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total Rata-Rata
Pacitan 186677 42182 856242 688131 477156 19129.5 201168 2470686 4.923862
Ponorogo 33194 85053 855810 840060 976260 57699 416320 3264396 7.007081
Trenggalek 19381 49179 1039290 772299 611256 6642 189088 2687135 6.875387
Tulungangung 12736 62537 1270848 1033425 1183320 37354.5 366272 3966493 7.538352
Blitar 12334 83974 1384134 1157688 1192920 134190 451744 4416984 7.445865
Kediri 23680 115422 1414734 1430955 1998360 74574 583136 5640861 7.598286
Malang 56713 249602 2647920 2131542 2310240 216742.5 512944 8125704 6.632648
Lumajang 46154 86930 1369476 615213 620928 79272 171776 2989749 6.003042
Jember 132482 269325 2403510 1315422 1446036 122485.5 426416 6115677 5.535666
Banyuwangi 52008 153420 1627386 1592793 1702980 84577.5 323392 5536557 6.735241
Bondowoso 47799 112582 594198 3910311 663972 72198 260080 5661140 7.344242
Situbondo 55866 91770 564840 330273 515208 30753 245760 1834470 5.410698
Probolinggo 90535 162083 1079706 538686 805920 81877.5 358704 3117512 5.301286
Pasuruan 31089 142424 1690194 963315 2109420 135553.5 585136 5657132 7.209807
Sidoarjo 5242 41931 876720 1808064 5071716 331263 2302016 10436952 10.59324
Mojokerto 757 75166 802842 1124685 1762344 128857.5 378416 4273068 8.3012
Jombang 14211 74056 938490 1354590 1375008 164686.5 482160 4403202 7.975225
Nganjuk 22238 83103 1039350 1035405 1073940 58144.5 443840 3756021 7.291078
Madiun 30250 50258 545616 623115 1002456 80635.5 207328 2539659 7.401059
Magetan 8936 38331 610842 448794 1246584 78003 446848 2878338 8.553042
Ngawi 38025 64337 905418 906426 828036 75087 211440 3028769 6.856157
Bojonegoro 31802 84835 1466076 1468512 1180668 21667.5 296224 4549785 7.079625
Tuban 47384 90254 1344654 996885 1080048 67527 231376 3858128 6.629325
Lamongan 17127 89725 925536 1396233 1771980 75168 524848 4800617 7.970726
Gresik 13124 43421 625128 10666062 2541372 276277.5 1171600 15336985 9.287701
Bangkalan 101472 63855 1150050 315108 349296 16173 191200 2187154 5.036392
Sampang 156548 94947 648486 367947 286212 43902 176544 1774586 4.046061
Pamekasan 171376 53808 732108 361179 613200 70632 298000 2300303 4.975887
Sumenep 145060 98721 1209282 780075 666660 25474.5 245312 3170585 5.242568
Kota Kediri 21064 6257 126132 170577 658728 64948.5 283744 1331451 9.19923
Kota Blitar 314 3585 68406 84636 288708 39825 188080 673554 10.6125
Kota Malang 1374 300839 433344 614124 1729332 226557 1032448 4338018 6.493125
Kota Probolinggo 3340 8853 112518 105588 458988 69808.5 224704 983799.5 9.824045
Kota Pasuruan 947 9985 121344 94833 414552 39433.5 199920 881014.5 9.612291
Kota Mojokerto 751 5680 67854 135000 284256 16132.5 60464 570137.5 9.285325
Kota Madiun 657 3379 55368 126009 508884 43402.5 167664 905363.5 10.8601
Kota Surabaya 25930 88882 1338960 2176038 7588128 420174 2438112 14076224 10.08612
Kota Batu 1386 13618 187818 152604 335964 25353 83216 799959 8.134707
KABUPATEN
KOTA
  
 
LAMPIRAN 11 
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 
Kab/Kota
Belum Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP
Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total
Pacitan 17308 52484 150089 70597 21569 19392 1616 12215 345270
Ponorogo 18309 124917 147662 50447 50447 25235 2880 24062 443959
Trenggalek 11544 56997 175879 24480 24480 22069 1570 5061 322080
Tulungangung 11415 60678 215292 58395 58395 44848 9182 31291 489496
Blitar 11888 889699 196178 55286 55286 47204 10366 32688 1298595
Kediri 14581 110548 247788 93479 93479 86386 4130 35028 685419
Malang 48911 240849 435595 111729 111729 95522 13099 50438 1107872
Lumajang 46259 84293 218120 45280 45280 11841 5962 14748 471783
Jember 138335 271037 380794 90305 90305 42423 11823 45303 1070325
Banyuwangi 47880 132925 251732 86244 86244 65815 6021 27777 704638
Bondowoso 55336 113303 109700 38451 39451 16280 4230 20001 396752
Situbondo 55647 81553 93296 37841 37841 15253 5086 20184 346701
Probolinggo 79507 168139 181776 52420 52420 18678 5745 21580 580265
Pasuruan 46800 147540 288436 102259 102259 62905 7680 33240 791119
Sidoarjo 3458 36184 157848 242850 242850 217234 38062 153727 1092213
Mojokerto 7207 76394 137778 88510 88510 61470 7340 24277 491486
Jombang 9736 73141 162955 88879 88879 53234 114880 32135 623839
Nganjuk 33478 92166 17428 49653 49653 44038 5071 21369 312856
Madiun 24323 61362 110846 33810 33810 36298 3425 17282 321156
Magetan 12373 45577 93899 35534 35534 47196 6674 27331 304118
Ngawi 49821 57095 136781 34742 34742 36817 3635 15544 369177
Bojonegoro 31127 88695 235765 88500 88500 21661 668 18525 573441
Tuban 39425 81678 200838 67668 67668 34037 9017 15810 516141
Lamongan 16900 88380 164205 117884 117884 23315 8496 30255 567319
Gresik 6854 58357 96554 160662 160662 65266 12501 77108 637964
Bangkalan 75402 87164 209340 22921 22921 7476 1383 114432 541039
Sampang 154610 102674 148113 28293 28293 1335 2683 14108 480109
Pamekasan 153443 49174 103449 53769 53769 11638 7901 23938 457081
Sumenep 152826 115740 189958 54201 54201 4523 3507 23684 598640
Kota Kediri 763 4712 24228 35081 35081 23681 3971 19998 147515
Kota Blitar 376 3690 10763 11721 11721 1439 3503 10127 53340
Kota Malang 1691 33407 73393 64109 64109 78210 12764 49348 377031
Kota Probolinggo 4249 13725 16424 18174 18174 21579 4358 15684 112367
Kota Pasuruan 1017 10665 17469 17755 17755 19167 2154 11669 97651
Kota Mojokerto 794 4728 12179 10446 10446 15048 1604 5442 60687
Kota Madiun 388 3228 9154 20078 20078 21161 3589 11351 89027
Kota Surabaya 45179 81398 228243 310568 310568 277582 49381 160006 1462925
Kota Batu 804 15208 32437 17406 17406 11428 1100 7662 103451
SLTA
KOTA
KABUPATEN
 
  
 
LAMPIRAN 12 
DATA DIOLAH PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 
Kab/Kota
Belum 
Pernah 
Sekolah
Belum 
Tamat SD
SD SMP SLTA
Diploma 
I/II/III
Universita
s
Total Rata-Rata
Pacitan 17308 52484 900534 635373 491532 21816 195440 2314487 6.703412
Ponorogo 18309 124917 885972 454023 908184 38880 384992 2815277 6.3413
Trenggalek 11544 56997 1055274 220320 558588 21195 80976 2004894 6.224832
Tulungangung 11415 60678 1291752 525555 1238916 123957 500656 3752929 7.666925
Blitar 11888 889699 1177068 497574 1229880 139941 523008 4469058 3.441456
Kediri 14581 110548 1486728 841311 2158380 55755 560448 5227751 7.627088
Malang 48911 240849 2613570 1005561 2487012 176836.5 807008 7379748 6.661191
Lumajang 46259 84293 1308720 407520 685452 80487 235968 2848699 6.038155
Jember 138335 271037 2284764 812745 1592736 159610.5 724848 5984076 5.590896
Banyuwangi 47880 132925 1510392 776196 1824708 81283.5 444432 4817817 6.837293
Bondowoso 55336 113303 658200 346059 668772 57105 320016 2218791 5.592388
Situbondo 55647 81553 559776 340569 637128 68661 322944 2066278 5.959827
Probolinggo 79507 168139 1090656 471780 853176 77557.5 345280 3086096 5.318424
Pasuruan 46800 147540 1730616 920331 1981968 103680 531840 5462775 6.905124
Sidoarjo 3458 36184 947088 2185650 5521008 513837 2459632 11666857 10.68185
Mojokerto 7207 76394 826668 796590 1799760 99090 388432 3994141 8.126663
Jombang 9736 73141 977730 799911 1705356 1550880 514160 5630914 9.02623
Nganjuk 33478 92166 104568 446877 1124292 68458.5 341904 2211744 7.069526
Madiun 24323 61362 665076 304290 841296 46237.5 276512 2219097 6.909715
Magetan 12373 45577 563394 319806 992760 90099 437296 2461305 8.093257
Ngawi 49821 57095 820686 312678 858708 49072.5 248704 2396765 6.492183
Bojonegoro 31127 88695 1414590 796500 1321932 9018 296400 3958262 6.902649
Tuban 39425 81678 1205028 609012 1220460 121729.5 252960 3530293 6.839783
Lamongan 16900 88380 985230 1060956 1694388 114696 484080 4444630 7.834446
Gresik 6854 58357 579324 1445958 2711136 168763.5 1233728 6204121 9.724876
Bangkalan 75402 87164 1256040 206289 364764 18670.5 1830912 3839242 7.096053
Sampang 154610 102674 888678 254637 355536 36220.5 225728 2018084 4.203386
Pamekasan 153443 49174 620694 483921 784884 106663.5 383008 2581788 5.648424
Sumenep 152826 115740 1139748 487809 704688 47344.5 378944 3027100 5.056628
Kota Kediri 763 4712 145368 315729 705144 53608.5 319968 1545293 10.47549
Kota Blitar 376 3690 64578 105489 157920 47290.5 162032 541375.5 10.14952
Kota Malang 1691 33407 440358 576981 1707828 172314 789568 3722147 9.872257
Kota Probolinggo 4249 13725 98544 163566 477036 58833 250944 1066897 9.494754
Kota Pasuruan 1017 10665 104814 159795 443064 29079 186704 935138 9.576328
Kota Mojokerto 794 4728 73074 94014 305928 21654 87072 587264 9.676932
Kota Madiun 388 3228 54924 180702 494868 48451.5 181616 964177.5 10.83017
Kota Surabaya 45179 81398 1369458 2795112 7057800 666643.5 2560096 14575687 9.963386
Kota Batu 804 15208 194622 156654 346008 14850 122592 850738 8.223584
KABUPATEN
KOTA
 
  
  
LAMPIRAN 13 
DANA BANTUAN SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014 
2010 2011 2012 2013 2014
Pacitan 9162940 11519576 16163946 4544127 6617812 9.95
Ponorogo 21632332 27890631 13325481 7618048 10817423 -6.03
Trenggalek 12908051 12884909 3753624 2170390 6084065 16.77
Tulungangung 36462977 32116871 20249105 18847754 11239070 -24.04
Blitar 19112442 17165736 9757091 3721361 3348000 -31.31
Kediri 22104090 24728696 19650933 24116565 14096059 -6.87
Malang 46923782 57592617 65000503 66234873 15115149 -9.92
Lumajang 27057915 16147179 11807512 8764835 18272026 3.88
Jember 53759320 46346740 46764840 38738297 45528815 -3.13
Banyuwangi 50275116 64718188 22830673 11270125 10026215 -24.42
Bondowoso 9363270 11288154 2000000 6670054 4595857 35.17
Situbondo 12380752 15611404 5742840 8488500 5257780 -6.84
Probolinggo 42491129 43413316 27946232 19829420 18654046 -17.11
Pasuruan 13795200 12503210 16457495 12324463 12214800 -0.94
Sidoarjo 138439530 106520798 113309502 61860121 487378240 156.45
Mojokerto 25744666 21322932 24861400 12580116 10229361 -17.17
Jombang 49008489 30816080 8068830 5322850 7737150 -24.90
Nganjuk 5883541 6462036 4875562 1170811 5320564 65.93
Madiun 19934033 18171387 12484764 7865536 5703031 -26.16
Magetan 12558089 15258126 748650 5354935 4810220 132.88
Ngawi 3096300 4204750 2871455 5652740 12591580 55.93
Bojonegoro 60639695 79685759 43732355 19533615 8649280 -31.19
Tuban 9469875 16762900 6024840 13390674 18674520 43.67
Lamongan 23675274 22410688 28530280 24842448 10810500 -11.86
Gresik 100852953 101912531 17500125 16870050 27024005 -6.30
Bangkalan 3347830 325000 725000 1807500 1752500 44.76
Sampang 53191893 51847126 35488398 26843613 31065763 -10.68
Pamekasan 34915738 31994878 11200953 29127515 31352407 23.58
Sumenep 13673060 20956543 7661094 5227312 3820550 -17.21
Kota Kediri 32008220 26543874 9158220 21937184 23577324 16.11
Kota Blitar 2292004 2998881 5150535 5546205 7281740 35.39
Kota Malang 8475794 8637027 676729 129250 145792 -39.59
Kota Probolinggo 9811260 8743062 6690350 10509120 4205450 -9.32
Kota Pasuruan 22551232 22130293 7033813 9937089 9457477 -8.41
Kota Mojokerto 18759609 21817231 892000 1518750 1528962 -2.17
Kota Madiun 8130410 23020971 8361513 21844516 6798292 52.96
Kota Surabaya 701000 687913 867500 853704 1651000 29.01
Kota Batu 15415486 11829954 7562871 8016903 14454462 6.74
DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN/KOTA
Laju Dana 
Bantuan Sosial
KABAUPATEN (dalam ribuan)
KOTA (dalam ribuan)
 
  
 
LAMPIRAN 14 
BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014 
2010 2011 2012 2013 2014
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
BELANJA 
MODAL
Pacitan 72094434 144255052 153539156 132364212 200429182 36.04
Ponorogo 98140663 127715395 193375776 110848142 176983715 24.63
Trenggalek 89494804 126243347 134758381 206760394 280962370 34.28
Tulungangung 126601968 96661618 219555734 153095137 315546166 44.83
Blitar 174225247 160389019 224420816 330813084 385260453 23.96
Kediri 147903178 226071951 301492494 292282260 325197094 23.60
Malang 269803461 185022588 464305242 436501504 501504561 32.11
Lumajang 75963696 112572881 136316168 163055839 236756735 33.53
Jember 149772797 210061688 372743795 478577397 526136715 39.01
Banyuwangi 137257934 250847215 355812307 404860204 558546677 44.09
Bondowoso 113213796 169878280 210599591 251144647 311495490 29.33
Situbondo 85925600 120719312 155800530 264570995 325053037 40.56
Probolinggo 100021193 225588665 260067973 211259729 219199470 31.45
Pasuruan 196960665 236220557 234130842 247247833 326767786 14.20
Sidoarjo 174710772 209377144 415278389 518682837 691163488 44.08
Mojokerto 73324164 157374186 238323075 230226511 365470000 55.35
Jombang 78758201 68703991 194719288 216972912 355049119 61.43
Nganjuk 75499654 113963923 184103876 239382606 277520062 39.61
Madiun 98512664 120721115 188551510 185514724 239470374 26.55
Magetan 64212257 147506173 131917409 131065761 190932556 41.04
Ngawi 51403920 155727904 122174470 189236101 243988354 66.31
Bojonegoro 116052979 118561540 247572735 315627293 537686802 52.20
Tuban 245237183 210334179 245496485 267152794 362402237 11.74
Lamongan 106435064 190276002 271048642 240072774 353435615 39.25
Gresik 84883967 127092939 159428666 417766098 523804898 65.65
Bangkalan 131910936 289713355 276400497 295942833 332388037 33.60
Sampang 211812537 184835087 225077819 255372920 354056721 15.28
Pamekasan 101443788 161508120 119460590 146091858 240818085 30.08
Sumenep 93227960 132179250 193907822 221374321 277785358 32.03
Kota Kediri 158431308 105611921 189845555 124498557 153549053 8.83
Kota Blitar 91736072 164987191 90963623 107175438 126326327 17.67
Kota Malang 195142867 160159270 268292427 353264834 316436719 17.71
Kota Probolinggo 105488556 107039867 84706526 68161680 106923350 4.49
Kota Pasuruan 72568325 79827844 69831655 78111929 108978646 12.21
Kota Mojokerto 88017059 50302095 106630806 67646320 84146670 14.24
Kota Madiun 123209748 95647953 137365906 180111321 201533908 16.06
Kota Surabaya 10349934147 308406872 912716142 1281394616 2010585828 49.06
Kota Batu 97227360 106341048 65462126 155660707 136626886 24.12
Laju Belanja 
Modal
KABUPATEN
KABUPATEN / 
KOTA
  
 
LAMPIRAN 15 
ESTIMASI MODEL COMMON 
 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 283666.0 17873.45 15.87081 0.0000 
PDRB? 0.013686 0.110459 0.123902 0.9015 
PENGANGURAN? 2.583617 0.315839 8.180183 0.0000 
PENDIDIKAN? -29562.31 2331.494 -12.67956 0.0000 
DBS? 0.249826 0.087597 2.852006 0.0048 
BM? -0.009472 0.005292 -1.789955 0.0751 
     
     R-squared 0.644511    Mean dependent var 131787.4 
Adjusted R-squared 0.634851    S.D. dependent var 81213.05 
S.E. of regression 49075.08    Akaike info criterion 24.47116 
Sum squared resid 4.43E+11    Schwarz criterion 24.57370 
Log likelihood -2318.760    Hannan-Quinn criter. 24.51270 
F-statistic 66.71931    Durbin-Watson stat 0.856139 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
LAMPIRAN 15 
ESTIMASI MODEL COMMON WITH CROSS SECTION WEIGHT 
 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 257294.7 14005.13 18.37146 0.0000 
PDRB? -0.105538 0.069227 -1.524519 0.1291 
PENGANGURAN? 2.845867 0.242750 11.72342 0.0000 
PENDIDIKAN? -26787.49 1736.768 -15.42376 0.0000 
DBS? 0.265498 0.100807 2.633723 0.0092 
BM? -0.006396 0.002704 -2.365384 0.0191 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.775380    Mean dependent var 179166.4 
Adjusted R-squared 0.769276    S.D. dependent var 131085.3 
S.E. of regression 48106.29    Sum squared resid 4.26E+11 
F-statistic 127.0320    Durbin-Watson stat 0.931846 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.638112    Mean dependent var 131787.4 
Sum squared resid 4.51E+11    Durbin-Watson stat 0.813302 
     
     
  
 
LAMPIRAN 15 
ESTIMASI MODEL COMMON WITH PERIOD WEIGHT 
 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 280937.6 16562.35 16.96242 0.0000 
PDRB? 0.012419 0.098560 0.126007 0.8999 
PENGANGURAN? 2.622635 0.296571 8.843200 0.0000 
PENDIDIKAN? -29000.16 2111.230 -13.73615 0.0000 
DBS? 0.259613 0.084629 3.067649 0.0025 
BM? -0.011352 0.006596 -1.720960 0.0869 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.682448    Mean dependent var 138646.9 
Adjusted R-squared 0.673819    S.D. dependent var 88438.50 
S.E. of regression 49007.39    Sum squared resid 4.42E+11 
F-statistic 79.08641    Durbin-Watson stat 0.852042 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.643590    Mean dependent var 131787.4 
Sum squared resid 4.44E+11    Durbin-Watson stat 0.849320 
     
     
 
LAMPIRAN 16 
ESTIMASI MODEL MENGGUNAKAN FIXED 
 
Dependent Variable: KEMISKINAN?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 12/20/17   Time: 11:54   
Sample: 2010 2014   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 143861.4 8148.940 17.65400 0.0000 
PDRB? -0.099232 0.109325 -0.907685 0.3655 
PENGANGGURAN? -0.002502 0.286396 -0.008736 0.9930 
PENDIDIKAN? -0.019285 0.008672 -2.223796 0.0277 
DBS? 5.41E-05 4.70E-05 1.149611 0.2522 
BM? -4.48E-06 2.37E-06 -1.891369 0.0605 
Fixed Effects (Cross)     
PACITAN--C -41348.50    
PONOROGO--C -31320.71    
  
TRENGGALEK--C -39473.31    
TULUNGANGUNG--C -37667.91    
BLITAR--C -7222.745    
KEDIRI--C 82706.07    
MALANG--C 166965.5    
LUMAJANG--C -5433.161    
JEMBER--C 159650.5    
BANYUWANGI--C 31452.37    
BONDOWOSO--C -15256.28    
SITUBONDO--C -42933.16    
PROBOLINGGO--C 114776.6    
PASURUAN--C 26868.15    
SIDOARJO--C 18458.84    
MOJOKERTO--C -13142.78    
JOMBANG--C 17297.68    
NGANJUK--C 6830.368    
MADIUN--C -46459.26    
MAGETAN--C -61204.35    
NGAWI--C -2441.411    
BOJONEGORO--C 75201.77    
TUBAN--C 34018.06    
LAMONGAN--C 68750.98    
GRESIK--C 57131.23    
BANGKALAN--C 98737.10    
SAMPANG--C 119467.4    
PAMEKASAN--C 24494.36    
SUMENEP--C 98337.20    
KOTAKEDIRI--C -111162.0    
KOTABLITAR--C -132188.5    
KOTAMALANG--C -86797.07    
KOTAPROBOL--C -109331.4    
KOTAPASU--C -126649.0    
KOTAMOJO--C -134060.2    
KOTAMADIUN--C -131906.8    
KOTASURA--C 106999.1    
KOTABATU--C -132144.7    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.954782    Mean dependent var 131787.4 
Adjusted R-squared 0.941863    S.D. dependent var 81213.05 
S.E. of regression 19581.83    Akaike info criterion 22.79863 
Sum squared resid 5.64E+10    Schwarz criterion 23.53348 
Log likelihood -2122.870    Hannan-Quinn criter. 23.09631 
F-statistic 73.90297    Durbin-Watson stat 2.192204 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 17 
ESTIMASI MODEL MENGGUNAKAN RANDOM 
 
Dependent Variable: KEMISKINAN?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 12/20/17   Time: 11:58   
Sample: 2010 2014   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 190  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 126399.2 12496.60 10.11469 0.0000 
PDRB? -0.048241 0.101046 -0.477413 0.6336 
PENGANGGURAN? 0.533767 0.262440 2.033865 0.0434 
PENDIDIKAN? -0.011746 0.008527 -1.377464 0.1700 
DBS? 7.42E-05 4.65E-05 1.594568 0.1125 
BM? -4.17E-06 2.34E-06 -1.778512 0.0770 
Random Effects (Cross)     
PACITAN--C -28674.88    
PONOROGO--C -26720.93    
TRENGGALEK--C -31352.60    
TULUNGANGUNG--C -33602.17    
BLITAR--C -5044.210    
KEDIRI--C 73606.55    
MALANG--C 138810.9    
LUMAJANG--C -1147.532    
JEMBER--C 141825.6    
BANYUWANGI--C 20072.84    
BONDOWOSO--C -7147.664    
SITUBONDO--C -34314.73    
PROBOLINGGO--C 117931.1    
PASURUAN--C 14298.27    
SIDOARJO--C -10682.33    
MOJOKERTO--C -13255.08    
JOMBANG--C 11749.55    
NGANJUK--C 8214.522    
MADIUN--C -39360.04    
MAGETAN--C -52141.02    
NGAWI--C 1065.106    
BOJONEGORO--C 70246.09    
TUBAN--C 33143.09    
LAMONGAN--C 64522.53    
GRESIK--C 43896.14    
BANGKALAN--C 95985.75    
SAMPANG--C 124357.6    
PAMEKASAN--C 31848.62    
SUMENEP--C 102310.3    
KOTAKEDIRI--C -102461.6    
KOTABLITAR--C -115279.0    
KOTAMALANG--C -89382.12    
KOTAPROBOL--C -94244.35    
  
KOTAPASU--C -111133.7    
KOTAMOJO--C -117373.5    
KOTAMADIUN--C -116986.1    
KOTASURA--C 52286.39    
KOTABATU--C -115867.3    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 63691.14 0.9136 
Idiosyncratic random 19581.83 0.0864 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.050812    Mean dependent var 17951.31 
Adjusted R-squared 0.025018    S.D. dependent var 20957.11 
S.E. of regression 20693.29    Sum squared resid 7.88E+10 
F-statistic 1.969964    Durbin-Watson stat 1.563006 
Prob(F-statistic) 0.085053    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.062622    Mean dependent var 131787.4 
Sum squared resid 1.17E+12    Durbin-Watson stat 0.105392 
     
     
 
 
LAMPIRAN 18 
ESTIMASI MODEL UJI MULTIKOLENIERITAS PDRB C PENDIDIKAN 
PENGANGGURAN DBS BM 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -25303.42 4709.834 -5.372464 0.0000 
PENGANGURAN? 1.204417 0.091679 13.13727 0.0000 
PENDIDIKAN? 2832.267 576.5453 4.912480 0.0000 
DBS? 0.103568 0.041956 2.468510 0.0145 
BM? 0.019167 0.004451 4.306417 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.624840    Mean dependent var 47318.57 
Adjusted R-squared 0.616728    S.D. dependent var 38055.38 
  
S.E. of regression 26038.81    Sum squared resid 1.25E+11 
F-statistic 77.03061    Durbin-Watson stat 0.738114 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.527818    Mean dependent var 34337.94 
Sum squared resid 2.34E+11    Durbin-Watson stat 0.729006 
     
     
 
LAMPIRAN 19 
ESTIMASI MODEL UJI MULTIKOLENIERITAS PENGANGGURAN C 
PDRB PENDIDIKAN  DBS BM 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23521.12 2510.369 9.369586 0.0000 
PDRB? 0.228228 0.012356 18.47050 0.0000 
PENDIDIKAN? -1802.820 342.1348 -5.269326 0.0000 
DBS? 0.082560 0.025204 3.275647 0.0013 
BM? 0.002820 0.000767 3.678885 0.0003 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.755969    Mean dependent var 32539.21 
Adjusted R-squared 0.750692    S.D. dependent var 28254.46 
S.E. of regression 11206.98    Sum squared resid 2.32E+10 
F-statistic 143.2747    Durbin-Watson stat 0.906949 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.573421    Mean dependent var 22025.63 
  
Sum squared resid 2.44E+10    Durbin-Watson stat 0.655157 
     
     
 
LAMPIRAN 18 
ESTIMASI MODEL UJI MULTIKOLENIERITAS PENDIDIKAN C PDRB 
PENGANGGURAN DBS BM 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.208283 0.114575 62.91322 0.0000 
PDRB? 1.50E-05 1.41E-06 10.66217 0.0000 
PENGANGURAN? -2.78E-05 6.04E-06 -4.602469 0.0000 
DBS? 4.66E-07 2.57E-06 0.181610 0.8561 
BM? 2.89E-08 4.85E-08 0.595614 0.5522 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.535606    Mean dependent var 13.02318 
Adjusted R-squared 0.525565    S.D. dependent var 9.964237 
S.E. of regression 1.527705    Sum squared resid 431.7684 
F-statistic 53.34211    Durbin-Watson stat 0.668881 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.127661    Mean dependent var 7.180132 
Sum squared resid 446.5063    Durbin-Watson stat 0.485452 
     
     
 
  
LAMPIRAN 19 
ESTIMASI MODEL UJI MULTIKOLENIERITAS DBS C PDRB 
PENGANGGURAN PENDIDIKAN BM 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1578.979 8406.392 0.187831 0.8512 
PDRB? -0.136018 0.052285 -2.601445 0.0100 
PENGANGURAN? 0.946494 0.143487 6.596392 0.0000 
PENDIDIKAN? 563.0101 1094.854 0.514233 0.6077 
BM? -0.006456 0.002235 -2.889038 0.0043 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.210839    Mean dependent var 34033.14 
Adjusted R-squared 0.193776    S.D. dependent var 45178.89 
S.E. of regression 40051.87    Sum squared resid 2.97E+11 
F-statistic 12.35654    Durbin-Watson stat 0.942806 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.065044    Mean dependent var 23170.99 
Sum squared resid 3.20E+11    Durbin-Watson stat 1.118270 
     
     
 
  
LAMPIRAN 20 
ESTIMASI MODEL UJI MULTIKOLENIERITAS BM C PDRB 
PENGANGGURAN PENDIDIKAN DBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 180504.1 34757.36 5.193263 0.0000 
PDRB? 2.986170 0.473956 6.300526 0.0000 
PENDIDIKAN? -12394.12 4305.154 -2.878903 0.0045 
PENGANGURAN? 3.261662 0.754483 4.323041 0.0000 
DBS? -1.319271 0.333980 -3.950145 0.0001 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.405286    Mean dependent var 1080290. 
Adjusted R-squared 0.392427    S.D. dependent var 749112.2 
S.E. of regression 466963.5    Sum squared resid 4.03E+13 
F-statistic 31.51847    Durbin-Watson stat 1.345691 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.176136    Mean dependent var 293673.7 
Sum squared resid 9.43E+13    Durbin-Watson stat 1.522483 
     
     
